|Alat dan Perangkat
Telekomunikasi

Pengertian

|Alat telekomunikasi adalah
setiap alat perlengkapan yang
digunakan dalam
bertelekomunikasi.

Perangkat telekomunikasi
adalah sekelompok alat
telekomunikasi yang
memungkinkan
berfelekomunikasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika nomor
29/PER/M KOMINFO/09/2008
tentang Serfifikasi Alat dan
Perangkat Telekomunikasi

2. Peraturan Menteri Komurikasi
dan Informatika nomor 5 Tahun
2013 tentang Kelompok Alat dan
Perangkat Telekomunikasi

Perizinan Impor

- Serifikat A (unfuk pabrikan dan
distributor) [Pasal 13 ayat 4

29/PER/M KOMINFO/09/2008], atau

- Serfifikat B (untuk importir, perakit, atau
institusi) [Pasal 13 ayat 4

29/PER/M KOMINFO/09/2008], atau

- surat Rekomendasi dari Lembaga
Sertifikasi yang ditujukan kepada instansi
lyang berwenang untuk mengeluarkan
alat dan perangkat felekomunikasi yang
dimpor (Pasal 9 ayat 2

29/PER/M KOMINFO/09/2008)

Masa Berlaku Izin

3 (figa) tahun

Contoh Produk

Telepon Seluler, Terminal BTS, dl

Pengecualian

- Kelompok alat dan perangkat pendukung
telekomunikasi;

- CPE/alat pelanggan atau dlat dan perangkat
telekomunikasi untuk keperluan pribadi yang fidak
menggunakan spekirum frekuensi radio, fidak digunakan
untuk keperluan perusahaan, dan fidak diperjualbelikan
berupa barang bawaan penumpang, ASP, barang
pindahan, serta barang yang dikirim melalui pos atau josa
titioan dengan jumiah paling banyak 2 (dua) unit;

- Alat dan perangkat felekomunikasi unfuk keperluan
penelition (riset). uji coba field frial) dan atau
penanganan bencana alam (dalam hal perangkat
menggunakan spekirum frekuensi radio harus memiliki 1zin
stasiun Radio/ISR Sementara)

- Alat dan perangkat felekomunikasi yang digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan sefeloh
mendapatkan Rekomendasi dari Menteri Pertahanan
atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

- Alat dan perangkat felekomunikasi yang digunakan
untuk pengukuran sarana telekomunikasi.

Ketentuan Impor

Impor Umum

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat,
dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau
digunakan di wilayah NKRI waijib memenuhi persyaratan
teknis. Verifikasi atas pemenuhan persyaratan feknis
dilcksanakan melalui Serifikasi. Sertifikat A, Sertifikat 8,
atau Surat Rekomendasi waiib diserankan kepada
Pejobat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap
pabean.

Impor Barang Pribadi

Penumpang/ASP
Tidak waiib perizinan impor
bila CPE yang dibawa tidak
lebih dari 2 (dua) unit

Barang Kiriman

[idak waiib perizinan impor
bila CPE yang dimpor fidak
lebin dari 2 (dua) unit

2 [Alaf Kesehatan [Alat kesehatan adaiah Peraturan Menteri Kesshatan  |Nomor Pendattaran Perbekalan 5 {ima) fahun  [Tisu Toilet, Alat bedah, |Apabila barang yang dimpor fidak fermasuk dalam [Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan dimpor, Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
instrumen, apparatus, mesin nomor Kesehatan Rumah Tangga Stetoskop, dil barang yang waiib didaftarkan di Kementerian digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik
dan/atau implan yang fidak 1190/MENKES/PER/VII1/2010 Kesehatan berdasarkan keterangan/penjelasan tertulis  [Indonesia harus terlebin dahulu memiliki izin edar.
mengandung obat yang tentang Izin Edar Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT
digunakan untuk mencegah,  |dan Perbekalan Kesehatan dicjukan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi
mendiagnosis, menyembuhkan  [Rumah Tangga formulir pendaftaran dan melampirkan
dan meringankan penyakit, kelengkapan yang diperlukan. Nomor Pendaftaran Alat
merawat orang sakit, kesehatan atau Nomor Pendaftaran Perbekalan
memuiinkan kesehatan pada Kesehatan Rumah Tangga waijib diserahkan kepada
manusia, dan/atau membentuk Pejobat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap
struktur dan memperbaiki fungsi pabean.

3" Bahan Berbanaya (82) Bahan Berbahaya yang Peraturan Menteri Perdagangan |- Pengakuan sebagai importir Produsen Vsatuj tahun  [Air raksa, Phosphorothioic  |Tidak ada pengecuaiian 1. 82 hanya dapat dimpor melalui pelabuhan iaut Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
selanjutnya disingkat B2 adalah  [nomor 44/M-DAG/PER/9/2009  |Bahan Berbahaya (IP-82), khusus impor |Acid, Ethanol Belawan (Medan), T Priok (Jakarta), T Emos (Semarang),
lzat, bahan kimia dan biologi,  [tentang Pengadaan, Distribusi, (B2 untuk kebutuhan proses produksi; 1. Perak (Surabaya). Soekarno-Hatta (Makassar) dan
baik dalam bentuk tunggal dan Pengaw asan Bahan - surat Persetujuan Impor Bahan seluruh pelabuhan udara infernasional.
maupun campuran yang dapat diut (SP1-82), khusus untuk Importir 2. Produsen B2 yang akan melakukan impor B2 wajio
membanhayakan kesehatan dan |dengan Peraturan Menteri Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-82) PT. mendapat pengakuan sebagai |P-82. Sefiap
lingkungan hidup secara Perdagangan nomor 23/M- Perusahaan Perdagangan Indonesia pelaksanaan impor B2 oleh Perusahaan yang ditetapkan
langsung atau tidak langsung,  [DAG/PER/9/2011 (Persero) sebagai 1182 wajib mendapat persetujuan impor dari
lyang mempunyai sifat racun - Laporan Surveyor (LS). Dirjen Daglu. 1P-82 atau SPI-82 waib diserankan kepada
(foksisitas), karsinogenik, Pejobat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap
teratogenik, mutagenik, korosif, pabean.
dlan iritasi 3. Setiap impor B2 oleh 1P-82 dan IT-82 harus dilakukan

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebin dahulu
oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat
sebelum dikapalkan dan hasil verifikasi berupa Laporan
surveyor digunakan sebagai dokumen pelengkap
pabean.

4" |Bahan Berbanhaya dan Beracun |Bahan Berbahaya dan Beracun |Peraturan Pemerintan nomor 74 [surat Keterangan Registrasi Banan Vlsatuj tahun  [Asam Kiorida, Amoniak, Efi  |Tidak ada pengecuaiian Setiap B3 waiib diregistrasikan oleh penghasil dan atau  [Wajib periznan impor Waiio perizinan impor

(83) lyang selanjutnya disingkat Tahun 2001 tentang Pengelolaan [Berbahaya dan Beracun (83) |Alkohol, dil pengimpor.

dengan B3 adalah bahan yang  [Bahan Berbahaya dan Beracun
karena sifat dan atau
konsentrasinya dan atau
liumiahnya, baik secara langsung
maupun fidak langsung, dapat
mencemarkan dan atau
merusak lingkungan hidup, dan
atau dopat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia
serta makhiuk hidup lainnya

5" |Bahan Peledak Bahan Peledak adaiah bahan  |Keputusan Menteri Perindusirian |- Imporiir Produsen - Nitro Celulose dari Tsatuj tahun  |Nitro Celiuiose, Amonium Nifrat |Tidak ada pengecuaiian NC hanya dapat dimpor olen 1P-NC dan ITNC Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor

atau zat yang berbentuk padat,
cair, gas, atau campurannya,
lyang apabila dikenai suatu aksi
berupa panas, benturan atau
gesekan akan berubah secara
kirmiawi menjadi zat-zat lain yang
sebagian besar atau seluruhnya
berbentuk gas, dan perubahan
tersebut berlangsung dalam
lwaktu yang sangat singkat,
disertai efek dan tekanan yang
sangat tinggi.

dan Perdagangan nomor
10230/MPP/Kep/7/1997
lio.Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
nomor 0662/MPP/Kep/10/2003
Jo. 418/MPP/Kep/6/2003

Difien Daglu Kemendag, atau
- Importir Terdaftar - Nifro Cellulose dari
Difien Daglu Kemendag, atau

- Persetujuan Impor Bahan Peledak
Industri dri Difien Daglu Kemendag




o

[SUmber Radiasi Pengion adaiah
lzat radioakfif terbungkus dan
terbuka beserta fasiitasnya, dan
pembangkit radiasi pengion.
Bahan Nukiir adalah bahan yang
dapat menghasikan reaksi
pembelahan berantai atau
bahan yang dapat diubah
menjadi bahan yang dapat
menghasikan reaksi
pembelahan berantai.

Peraturan Pemerintah nomor 29
Tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Nukiir

~Persetujuan Impor bahan nokiir dari
BAPETEN, atau

- Persetujuan Impor Sumber radiasi
pengion dari BAPETEN

Bervarias fergantong

tujuan penggunaan,

linat Lampiran | PP 28
Th 2008

gecuaiian untuk p
mengandung

zat radioakfif untuk barang konsumen sebagaimana
dimaksud

dalam Pasal 70 ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
a. fipe dan jenis peralatan yang dimoksud telah disetujui
oleh

Kepala BAPETEN

peralatan yang

(Pasal 73 PP 28 Th 2009)

Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan
Pemantaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
lwaiio memilki zin dari Kepala BAPETEN. (Pasal 10 ayat 1
PP 29 Th 2008)

impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nukiir hanya boleh dilakukan oleh Pemegang Izin
Pemantaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuki.
(Pasal 74 ayat 1 PP 29 Th 2008)

Pemegang Izin yang akan melaksanakan impor atau
ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nukiir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat
persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum Sumber
Radiasi Pengion atau Bahan Nukiir dikeluarkan dari

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

3

Minyak dan Gas Bumi [BBM]

Minyak dan Gas Bumi yang
diatur dalam Peraturan Menteri
ini terdiri dlari Minyak Bumi, Gas
Bumi, Bahan Bakar Minyak
(88M). Bahan Bakar Gas (88G),
Liquified Natural Gas (LNG),
Liquified Petroleum Gas (LPG),
Bahan Bakar Lain dan Hasi
Olahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang
merupakan bagian fidak

Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 42/M-DAG/PER/9/2009
tentang Ketentuan Ekspor dan
Impor Minyak dan Gas Bumi

SUrat Persetujuan impor (P1) Minyak dan
Gas Bumi

Bervarias, umumnya
diberikan quota
impor/ekspor

Minyak mentah (crude oil),
Natural Gas (Gas Pipa), LNG,
LPG, BBM

fidak ada pengecuaiian

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dimpor oleh:

. BU unfuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Buri;
dan

b. Pengguna Langsung.

BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hurut
o dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang melakukan impor
Minyak dan Gas Bumi waijio

mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari
Menteri.

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

Beras adalah bij-bijan baik
berkulit, fidak berkuiit, diolah
atau fidak diolah yang berasal
dlari spesies Oriza sativa

1. Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 19/M-
DAG/PER/3/2014 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor
Beras

2. Perraturan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
nomor 141/MPP/Kep/3/2002
tentang Nomor Pengenal
|mportir Khusus (NPIK) j.o.

1. Persetujuan Impor-Beras (khusus unfuk
I T-Beras dan hibah beras),

2.1P-Beras

3. K12 atau KT9, dan

4. NPIK

“¢buian dalam tahun
berjalan (IP-Beras)
- 3bulan dalam tahun
berjalan (Persetujuan
Impor khusus untuk IT-
Beras)

-1 fahun (khusus
Persefujuan Impor
Beras khusus untuk

hibah)

Beras Thai Hom Mall, Beras

Ketan, il

~Barang uniuk keperiuan peneiian dan pengembangan
teknologi

- Barang pelitas batas dengan nilai pabean fertentu
sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

Jenis beras yang dapat diekspor adalah sebagaimana
Lampiran 1. Jenis beras yang dapat dimpor adalah
sebagaimana fercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Menteri ini.

Impor beras hanya dapat dimpor oleh Perusahaan
Umum BULOG.

Setiap pelaksanaan impor beras waiib terlebin dahuly
dilakukan penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

Bahan Baku Obat Tradisional

Bahan Obat Tradisional adalah

Peraturan Kepala BPOM Nomor!

SUrat Keterangan Impor/surat

Uniok 1 fsat) kaii

Madu alam, royaljely, dil

fidak ada pengecuaiian

[Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

simplisia atau sedioan galenik (28 Tahu 2013 tentang Keterangan Komoitas Non Obat dan pemasukan/fransaksi dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan
lyang digunakan dalam Pengawasan Pemasukan Bahan |Makanan (SKK-NOM) onal Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan
pembuatan obat tradisional dan |Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Pangan juga harus mendapat persefujuan dari
tidak dalam kemasan yang siap [Bahan Suplemen Kesehatan, dan Kepala Badan.
digunakan oleh konsumen. Bahan Pangan ke Dalam Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
Wilayah Indonesia sebagaimana pada ayat (1) berupa SKI.
diubah oleh Peraturan Kepala
BPOM Nomor 8 Tahun 2014
Bahan Perusak lapisan Ozon, 1. Peraturan Menteri -IP-BPO atau 7 HCFC =22, Meti Bromida Pengecuaiian dari kefentuan yang diatur daiam 8PO sebagaimana fercantum dalam Lampiran | dilarang |Waiib periznan impor Waiio perizinan impor

selanjutnya disebut BPO, adalah
senyawa kimia yang berpotensi
dapat bereaksi dengan molekul
ozon di lapisan stratosfir.

Perdagangan nomor 24/M-
DAG/PER/6/2006 tentang
Ketentuan Impor Bahan Perusak
Lapisan Ozon sebagaimana
diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan nomor
38/M-DAG/PER/10/2010

2. Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 51/M-
DAG/PER/12/2007 tentang
Ketentuan Impor Meti Bromida
untuk Keperluan Karantina dan
Pra Pengapalan

- IT8PO dan Persefujuan Impor BPO

Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri
Perdagangan.

untuk dimpor, kecuali Carbon Tetrachlorida (CTC) unfuk
penggunaan laboratorium dan andisa.

BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran 11l hanya dapat dimpor dari negara-negara
lyang terdapat dalam daftar yang diterbitkan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup, oleh
perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai 1P-
BPO atau penunjukan

sebagai ITBPO.

|mpor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai
berikut:

. Pelabunan Belaw an, Medan;

b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;

. Pelabunan Merak, Cllegon;

4. Pelabuban Taniuna Ma: "

1. Mesin dan Peralatan Mesin
adalah segala macam mesin
dan peralatan yang dapat
dipergunakan dalam proses
prodiuksi Cakram Opik Kosong
dan/atau Cakram Opfik Isi.

2. Bahan Baku adalah segala
bentuk bahan yang dapat
digunakan dalam proses
prodiuksi Cakram Optik Kosong
dan/atau Cakram Opfik Isi.

3. Cakram Optik adalah segala
macam media rekam berbentuk
cakram yang dapat diisi atau
berisi data dan atau informasi
berupa suara, musik, film, atau
data dan/atau informasi lainnya
lyang dapat dibaca dengan
mekanisme feknologi

Perafuran Menteri Perdagangan
nomor 11/M-DAG/PER/3/2010
tentang Ketentuan Impor Mesin,
Peralatan Mesin, Bahan Baku,
Cakram Optik Kosong, dan
Cakram Optik Isif.o. nomor 35/M-|
DAG/PER/5/2012

1. T-Cakram Optik
2. Laporan Surveyor

3. Persefujuan Impor-Cakram Opik, dan
4. Surat Keterangan Label berbahasa
indonesia

4tahon (iT-Cakram
Optik)

CD (Compact Disk isi maupun

kososng)

impor Cakram Opfik Kosong dan Cakram Optik Isi yang
diakukan oleh:

a. instansi pemerintah dan lembaga negara;

b. perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang
ditugaskan di Indonesia;

c. badan infernasional beserta pejabatnya yang
ditugaskan i Indonesia;

dl. perorangan sebagai barang pindahan;

. penumpang dan awak sarana pengangkut, dengan
umiah paling banyak 10 (sepuluh) keping; dan

. perorangan melalui jasa kiriman, dengan jumiah paling
banyak 10 (sepuluh) keping.

Setiap importasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku,
Cakram Optik Kosong, dan Cakram Opfik Isi oleh IT
Cakram Optik yang felah mendapat persefujuan impor
lw it terlebin dahulu dilakukan verifikasi atau
penelusuran feknis impor di pelabuhan muat barang

Dikecuaikan dari
ketentuan tataniaga impor
dalam jumiah paling

banyak 10 (sepulun) keping

Dikecualikan dari
ketentuan tataniaga impor
dalam jumiah paling
banyak 10 (sepulun) keping
(perorangan melalui josa
Kkiriman)

=

Cengkeh adaiah Bunga
Cengkeh (Pos Tarip HS
10907.00.100) dan Cengkeh lain-
cin (Pos Tarif HS 0907.00.900).

Peraturan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan nomor
528/MPP/7/2002 tentang
Ketentuan Impor Cengkeh

1. Persetujuan impor Cengkeh dan
2. K12 atau KT9

Beriaku pershipment
(fransaksional)

Cengken, sudah dinancurkan
atau belum, termasuk bunga

cengkeh

fidak ada pengecuaiian

(i) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh
adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat
pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan
Impor yang memuat jumiah, jenis dan waktu

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor




14 |Efilena Bahan Baku Piastik adalah [Peraturan Menteri Perdagangan [ 1P-Bahan Baku Piastik atau “iP"Bahan Baku  |Efilena (bahan baku plastik)  |Belum diafur pengecuaiian. Pengecudiian dari kefentuan |- Bahan baku plastik hanya dapat dimpor olen Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
senyawa organik yang nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 |- Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik | Plastik berlaku 1 (satu) dlalam Peraturan Menteri ini harus dengan persefujuan — |perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai
mempunyai rumus kimia tentang Ketentuan Impor Bahan tahun sejak fanggal Menteri. 1P-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT8ahan
tersendii yang digunakan Baku Plastik diterbitkan Baku Plastik dari Menteri
sebagai senyawa anfara dalam - Persetujuan Impor - Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh IT-
proses produksi plastik. Bahan Baku Plastik Bahan Baku Plastik wajib mendapat persetujuan impor
berlaku selama 6 dlari Menteri.
(enam) bulan
terhitung sejak
15 [Garam Garam adaiah senyawa kimia |Peraturan Menteri Perdagangan |Laporan Surveyor Beriaku pershipment | Garam dapur Ketentuan ini fidak beriaku ferhadap impor garamyang |- Garam yang dapat dimpor hanya Garam Konsumsi dan|Knusus garam konsumsi | Waiib perizinan impor
lyang komponen utamanya nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 (fransaksional) merupakan: Garam Prodiuksi. Garam Kosumsi hanya dapat diimpor | dengan jumiah maksimal
mengandung nafriumklorida |tentang Ketentuan Impor Garam - barang keperluan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan yang felah mendapatkan pengakuan {500 gram.
(NaCl) dan mengandung teknologi; sebagai IP Garam Konsumsi. Garam Industri hanya dapat]
senyawa air, magnesium, - barang contoh yang tidak unfuk diperdagangkan; diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan
kaisium, sulfat dan bahan dan/atau pengakuan sebagai 1P Garam Industri atau penetapan
tambahan iodium, anti-caking - barang pribadi penumpang atau awak sarana sebagai IT Garam Industri.
atau free-flowing maupun fidak, pengangkut atau pelintas batas, khusus untuk garam |- Sefiap pelaksanaan importasi garam oleh 1P Garam
lyang termasuk dalam Pos konsumsi dengan jumiah maksimal 500 gram. Konsumsi, IP Garam Industr, dan ITGaram waiio ferlebin
Tarif/HS: 2501.00.10.00 - Garam dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran feknis di
Meia; 2501.00.20.00 - Garam negara muat barang.
batu; 2501.00.50.00 - Air Laut -
Lain-lain; 2501.00.90.10
Mengandung natrium klorida
paling sedikit 94,7% dihitung dari
baris kering; 2501.00.90.90 - Lain-
16 [Gombal ) g Keputusan Menter Perindustrian |Dilarang untuk diimpor Balipress, pakaian bekas fidak ada pengecuaiian Ex HS 6310.90.000 (urdian barang: Gombal baru dan Dilarang unfuk diimpor Dilarang unfuk dimpor
dan Perdagangan nomor bekas) dilarang diimpor
642/MPP/Kep/9/2002 tg
Perubahan Lampiran | Keputusan|
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan nomor
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
Barang yang Diatur Tata Niaga
17" [Guia™) Guia adaiah Guia Kristal Peraturan Menteri Perdagangan |- Importir Produsen Guia atau SPI/Surat 7 Guia tebu afau guia bit dan  [Kew aiiban verifikasi atou penelusuran teknis Guia Kristal Mentah/Guia Kasor (Raw Sugar) Dikecuaiikan dari periznan |Dikecualikan dari perznan
Mentah/Gula Kasar (Raw nomor 19/M-DAG/PER/5/2008  |Persetujuan Impor Gula, dan sukrosa muri kimiawi, dalam — |sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bufir 2 yang impor. impor.
Sugar). GulaKristal Rafinasi tentang Perubahan Kelima atas |- Laporan Surveyor bentuk padat. tidak diberlakukan terhadap importasi Gula yang dapat dimpor harus memiliki bilangan CUMSA minimal
(Refined Sugary, dan Gula Kristal [Keputusan Menteri Perindustrian |- Nomor Pengenal Importir Khusus merupakan : 12001U dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)
Putin (Plantation White Sugar).  |dan Perdagangan nomor (1) barang keperiuan penelifian dan pengembangan  [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bufir 3yang
527/MPP/Kep/9/2004 tentang teknologi; dapat dimpor harus memiliki bilangan CUMSA maksimal
Ketentuan Impor Gula (2) barang contoh; 4510.
(3) barang pribadi penumpang atau awak sarana Gula Kristal Pufin (Plantation White Sugar)
pengangkut atau pelintas batas; lyang dapat dimpor harus menmiliki bilangan
(4) barang promosi; | CUMSA antara 701U sampai dengan 200 1U.
(5) barang kiriman melalui jasa kurir dengan |mpor Gula Kristal Putin (Plantation White Sugar) yang
menggunakan jesa pesawat udara. memenuhi ketentuan hanya dapat dilaksanakan oleh
perusahaan yang felah mendapat penunjukan sebagai
|mporti Terdaftar Gula, selanjutnya disebut ITGula.
Setiap importasi Gula Kristal Putin (Plantation White
Isugar) oleh ITGula harus mendapat persetujuan impor
terlebin dahulu dari Direkfur Jenderal.
Setiap pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula
Kasar, Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih oleh 1P
Gula dan ITGula waiib ferlebin
dahuly dilckukan verifikasi atay penelusuran feknis
18 [Hewan Hewan adaiah semua binatang |Peraturan Pemerintan Nomor 82 |KH.4, KH.5, KH.7.KH 8, KH.8b, KH8C, KH.9, [Beriaku pershipment |Kuda Hidup, Burung Hidup, |Tidak ada pengecuaiian Media pembawa yang dimasukkan ke dalamwilayah | Waijib periznan impor Waiio perizinan impor
lyang hidup di darat, baik yang  [Tahun 2000 tenfang Karantina  [KH.10KH.11 atau KH.12 (fransaksional) termasuk Produknya, dil Negara Republik Indonesia, di antaranya wajio
dipelinara maupun yang hidup  |Hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di
secaralior. tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf
Media pembawa hama c untuk keperluan findakan karantina.
penyakithewan karantina yang
selanjutnya disebut media
I adalah hewan,
bahan asal
hew an, hasil bahan asal hewan
dan atau benda lain yang dapat
membawa hama penyakit
19 fikan ikan adalah semua biota Peraturan Pemerintah Nomor 15 [KID 12, KID é, aiau KD 7 Beriaku pershipment |ikan Hidup dan Produknya  |Tidak ada pengecuaiian Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam  [Wajib periznan impor Waiio perizinan impor

perairan yang sebagian atau
seluruh daur hidupnya berada di
dalam air, dalam keadaan hidup
atau mati, termasuk bagian-
bagiannya;

- Media Pembawa Hama dan
Penyakit Ikan Karantina yang
selanjutnya disebut Media
Pembawa adalah ikan dan/atay
Benda Lain yang dapat
membawa Hama dan Penyakit

ITahun 2002 tentang Karantina
Ikan

(fransaksional)

Iwilayah Negara Republik Indonesia i antaranya waiib
dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di
tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b unfuk keperluan Tindakan Karantina.




20" [infan Kasar infan Kasar adaiah infan yang |Peraturan Menteri Perdagangan |- Importi Terdattar-infan Kasar 3tahun dan dapat [intan Kasar [ferhadap Infan Kasar dari luar negeri yang dimasukkan ke] Infan Kasar hanya dapat dimpor oleh perusahaan yang [Waiib perizinan impor Waiio perizinan impor
termasuk dalam Kiasifikasi Pos  [Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 |- Surat Persetujuan Impor (SP1) Intan Kasar|diperpanjang kembali indonesia dan akan dilanjutkan kembali pengirimannya  [telah diakui sebagai ITHintan di Departemen
Tarif/HS sebagaimana dimuat  [tentang Ketentuan Ekspor dan |- Laporan Surveyor (ITintan Kasar) (fransit) atau bersitat ali-kapal (franshipment) untuk Perdagangan.
dalam Buku Tarif Bea Masuk —[impor Infan Kasar sebagaimana tujuan negara lain, tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke [Setiap pelaksanaan importasi Infan Kasar waiio
indonesia Tahun 2007 sebagai  [diubah dengan Peraturan daerah pabean Indonesia lainnya, fidak terkena mendapat Surat Persetujuan Impor ($P1 Infan Kasar
berikut: Menteri Perdagangan Nomor ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. terlebin dahulu dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Impor
- 7102.10.00.00 - Tidak isorfir. [25/M-DAG/PER/7/2008 Departemen Perdagangan.
- Indlustri: | T-Infan waijib menyampaikan hasil pemeriksaan dan
- 7102.21.00.00 - fidak dikerjakan penelitian dari Surveyor dan SPI Intan Kasar serta
atau dipotong secara dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka
sederhana, dibeloh atau importasi Infan Kasar kepada Kantor Pelayanan Bea dan
dipecah. Cukai setempat di pelabuhan fujuan/bongkar impor
- Bukan Indlusri : infan Kasar untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan
- 7102.31.00.00 - fidak dikerjakan sebelum pengeluaran Infan Kasar ke daerah pabean
atau dipotong secara indonesia lainnya.
sederhana, dibelah atau
21 [Keramik Keramik adaiah produk nasii  |Peraturan Menteri Perdagangan |Laporan Surveyor Beriaku pershipment [Batu bata bangunan, biok  [Pelaksanaan impor keramik fanpa [Sefiap p impor keramik sebag Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
olahan dari bahan galian non — |nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 (iransaksional)  [lantai, ubin penopang atau  [dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap:  |dimaksud dalam Pasal | angka 2 waijib dilakukan
logam melalui proses tentang Verifikasi atau pengisi dan sejenisnya dari  |a. Barang keperiuan penelifian dan pengembangan  |verifikasi sebelum muat barang.
pembakaran yang termasuk  [Penelusuran Teknis Impor keramik. teknologi; Hasil v erifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dalam Bab 69 dalam Buku Tarif — [Keramik b. Barang kiriman dan atau barang contoh melaluijasa  |dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor unfuk
Bea Masuk Indonesia. kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang
. Barang pindahan. dliwajibkan untuk
pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau
Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document
(PPSAD) unfuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang
sudah
22" |[Komodii CITES %) Convention on inferational  |Keputusan Menteri Kenutanan |- Surat Angkut Turmbunan dan Satwa Liar |Paling lama 1 (safu)  |[Hewan dan Tombuhan di Khusus peredaran luar negeri berupa ekspor, impor atau |Ekspor, impor, re-ekspor atau infroduksi dari laut Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor

rade in Endangered Spesies of
Wild Fauna and Flora (CITES)

nomor 447/Kpts-11/2003 tentang
ITata Usaha Pengambilan atau

adalah konvensi (perjanj
infernasional yang bertujuan
untuk membantu pelestarian
populasi di habitat alamnya
melalui pengendalian
perdagangan internasional
spesimen fumbuhan dan satwa
liar.

o dan
Tumbuhan dan Satwa Liar

Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Import Permit

- Dokumen Karantina

tahun

Appendix . 11, 111

re-ekspor spesimen yang berbentuk bunga potong (cut
flowers) dari hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan
lyang induk-induknya diketahui berasal dari sumber yang
legal, dikecudiikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63.

tumbuhan dan satwa liar untuk fujuan non komersial
waiib disertai SATS-LN.

|mpor unfuk fujuan komersial spesimen jenis-enis
tumbuhan dan satwa liar yang fermasuk dalam daftar
Appendiks | hasil pengembangbiakan satwa (captive
breeding) atau perbanyakan tumbuhan secara buatan
(arfificial propagation), jenis-jenis Appendiis I,
Appendiks l1l atau Non-Appendiks CITES waiib ferlebin
dahulu dilengkapi dengan SATS-LN Impor (CITES impor
permit).

Spesimen dari jenis-jenis yang diindungi yang fermasuk
dalam Appendiiks | CITES dilarang untuk dibawa baik
ekspor, re-ekspor maupun impor sebagai barang

N
B

Komoditi waijib SNI

Standar Nasional Indonesia yang
selanjutnya disebut SNI adalah
standar yang ditetapkan oleh
Badan Standar Nasional dan
berlaku secara nasional.

SK'No 9 Tahon 2007
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 06/M-IND/PER/2/2014
tentang Pemberlakuan SNI
Regulator Tekanan Tinggi unfuk
Tabung Baja LPG
50/M-IND/PER/6/2014 tentang
Pemberlakuan SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Alumunium
dan SNI Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak

SUrat Pendaftaran Barang atau Surat
Pertimbangan Teknis

% Belum jelas, karena
tidak fersebut dalam
regulasi

Pormutus sirkit nfuk profeksi
arus lebin pada instalasi rumah
tangga dan sejenisnya

Kaca untuk bangunan: cermin
kaca lembaran berlapis perak
- Sistem Pertanian Organik

- Tepung ferigu sebagai bahan
makanan

- Pupuk NPK Padiat

- Tegangan standar

- Kawat bio kuens (auenchl

- Conoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI
- Confoh uji untuk penelifian dan pengembangan

- Barang contoh dalam pameran

- Barang ekspor yang dimpor kembali

Setelah memiliki Surat Perfimbangan Teknis dari Direktur
Jenderal Pembina Industi.

Macam pengecudion lihat aturan mengenai
pemberlakuan SNI secara langsung

Barang impor yang akan memasuki daerah pabean
indonesia dan sudah memilii Serifikasi Produk
Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lemmbaga
Sertifikasi Produk atau Serfifikat Kesesuaian Mutu yang
diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi, waiib didaftarkan
terlebin dahulu oleh importir kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian
dlan Perdagangan cq Direkfur Pengawasan dan
Pengendalian Mutu Barang untuk mendapakan Surat
Pendaftaran Barang (SPB).

|mportir yana tidak mendapatkan Surat Pendoftaran

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

»
®

Kosmetik

Obat dan Makanan adaiah
obat, obat fradisional, obat
kuasi, kosmetika, suplemen
kesehatan, dan pangan olahan.
Kosmetika adaloh bahan atau
sediaan yang dimaksudkan
untuk digunakan pada bagian
luar tubuh manusia (epidermis,
rambut, kuku, bibir dan organ
genital bagian luar) atau gigi
dan membran mukosa mulut
terutama untuk membersinkan,
mew angikan, mengubah
penampilan dan atau
memperbaiki bau badan atau
melindungi atau memelinara
tubuh pada kondisi baik.

1zin Speciol Access Scheme,
lyang selanjutnya disebut Izin
1SAS adalah izin pemasukan obat,
obat tradisional, kosmetika dan
suplemen makanan ke dalam
wilayah Indonesia melalui

Peraturan Kepaia BPOM Nomor
27 Tahun 2013 fentang
Pengawasan Pemasukan Obat
dan Makanan ke Dalam Wilayah
indonesia

SUrat Keterangan Impor (3K atau

Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas

Non Obat dan Makanan (SKK NOM)

Beriaku pershipment
(fransaksional)

Alas bedak, lipstik, dli

fidak ada pengecuaiian

Pengecualian LS dan ketentuan impor produk fertentu:
. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1)
dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan j.0. UU No 17 Tahun 2006,

b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang
kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan
barang pribadi penumpang atau awak sarana
pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000
per orang, dengan menggunakan pesawat udara

. Produk Tertentu elekironika berupa barang kiriman
paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi
penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai
paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan
menggunakan pesawat udara.

d. Produk Terfentu selain huruf b dan ¢ berupa barang
kiriman atau barang pribadi penumpang atau

sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$
1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara.
. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu
minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta
sekfor energi lainnya,

. Produk Tertenty yang dimpor oleh imporfir produsen

Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan
Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala
Badan.

Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa SKI.

Beririsan dengan Ketentuan impor produk terfentu
sebagai berikut:

L sebagai dokumen pelengkap pabean dalam
penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk
kosmetik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014,

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor




25 |Limbah B3 Limbah bahan berbanaya dan |- Peraturan Pemerintah Nomor 18|Dilarang untuk diimpor Minyak petroleum dan minyak [idak ada pengecudiian impor imbah bahan berbahaya dan beracun (83) Dilarang unfuk diimpor Dilarang unfuk dimpor
beracun, disingkat limbah 83, [Tahun 1999 fentang Pengelolaan lyang diperoleh dari mineral sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
adalah sisa suatu usaha Limbah Bahan Berbahaya Dan mengandung bitumen, Sisa mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun
dan/atau kegiatan yang Beracun j.o. Peraturan dlan skrap dari sel primer, lyang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau

gandung bahan y Nomor 85 Tahun 1999, baterai primer dan akumulator jumiahnya, baik secara langsung maupun fidak
dan/atau beracun yang karena |- Peraturan Menteri Perindustrian listrik langsung. dapat mencemarkan dan/atau merusakan
sitat dan/atau konsentrasinya |dan Perdagangan Nomor lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan
dan/atau jumiahnya, baik 520/MPP/Kep/8/2003 fentang lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
secara langsung maupun fidak  |Larangan Impor Bahan manusia serta makhiuk hidup lain, sebagaimana
langsung. dapat mencemarkan [Berbahaya dan Beracun (83) dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997, dinyatakan
dan/atau merusakkan dilarang.
lingkungan hidup, dan/atau
dapat
membanhayakan lingkungan
hiciup, kesehatan, kelangsungan
hicup manusia serta makhluk
hicup lain

26" |Limbah Non-83 Limbah Non Bahan Berbahaya  |Peraturan Menteri Perdagangan |- Pengakuan sebagai importir Produsen Tsatuj tahun  [Sisa; rejo, dan skrap dari fidak ada pengecuaiian ~Limbah Non 83 yang dapat dimpor adalah Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
dan Beracun, selanjutnya nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 ttg|Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3); plastik; sisa, reja, dan skrap sebagaimana tercantum dalam lampiran |
disebut Limbah Non 83, adalah — |Limbah Non Bahan Berbahaya |- Laporan Surveyor dlari karet - Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sisci suatu usaha dan/atau dan Beracun (83) hanya dapat dimpor oleh perusahaan yang melakukan
kegiatan berupa kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan
sisal, skrap atau reja yang fidak sebagai IP Limbah Non
termasuk dalam 83 dari Direktur Jenderal.

Klasifikasi/kategori
limbah bahan berbahaya dan

28" |Mesin Multitungsi Berwama Mesin Muititungsi Berwama Peraturan Menteri Perdagangan |- 1T Mesin Mulfifungsi Berw ama, Mesin “Ztahun (Pl Mesin _ [Printer Berwama fidak ada pengecuaiian Mesin Muiiftungsi Berwarma, Mesin Fofokopi Berwarna | Waiib periznan impor Waiio perizinan impor
adalah mesin yang dapat Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007  |Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer | Multifungsi Berwarna, dlan Mesin Printer Berwarma sebagaimana dimaksud
menjalankan dua fungsi atau [tentang Ketentuan Impor Mesin [Berwarmna Mesin Fotokopi pada Pasal 1 angka 1 hanya dapat dimpor oleh
lebin untuk mencetak, Mulfifungsi Berwamna, Mesin |- PI Mesin Mulifungsi Berwarna, Mesin | Berwamna dan Mesin perusahaan yang felah mendapat penunjukan sebagai
menggandakan atau transmisi - [Fotokopi Berwarna, dan Mesin — |Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Printer Berwarna) I Mesin Multifungsi Berwarma, Mesin Fotokopi Berwama
faksimill, memiliki kemampuan  |Printer Berwama Berwama - 6bulan (Pl Mesin dan Mesin Printer Berwarna dari Direkfur Jenderal.
Untuk berhubungan dengan - Laporan Surveyor Mulfifungsi Berwarna, Setiap pelaksanaan impor Mesin Multifungsi Berwarna,
mesin pengolah data ofomatis Mesin Fotokopi Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwarna
atau jaringan yang dapat Berwarma dan Mesin oleh ITMesin Mulifungsi Berwarna, Mesin Fofokopi
memprodiuksi barang cetakan Printer Berwarna) Berwama
berwarna lebih dari satu wama; dan Mesin Printer Berwarna waijib mendapat
Mesin Fotokopi Berwama persetujuan impor dari Direktur Jenderal mengenai
adalah mesin fotokopi yang umiah, jenis, spesifikasi feknis, pelabuhan tujuan, negara
dapat memproduksi barang asal., dan masa berlaku persefujuan impor 6 (enam)
cetakan berwarma lebih dari bulan.
satu wama; Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fofokopi
Mesin Printer Berwarmna adalah Berwarma dan Mesin Printer Berwarna waijib dilakukan
unit keluaran dari mesin v erifikasi atau penelusuran teknis di negara muat
pengolah data otomatis yang barang.
dapat memprodiuksi barang Hasil v erifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
cetakan berwarma lebih dari dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk
satu wama. Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap

pabean dalam

29" |Mesin yang menggunakan BP0 | Mengubah iampiran | dengan |- Keputusan Menteri Dilarang uniuk diimpor Mesin pengatur suhu ruangan, [Kefentuan Peraturan Menteri ini fidak berlaku bagi impor [Khusus unfuk pelayanan purna jual lemari es dengan  |Dilarang unfuk diimpor Dilarang unfuk dimpor
menambah daftar bahan-bahan [Perindustrian dan Perdagangan lemari pendingin, peti kemas  [Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan INomor HS.8418.10.000; 8418.21.000; 8418.22.000;
perusak lapisan ozon dan daftar [Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 dengan perlengkapan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015)  [8418.29.000 yang memerulukan CFC-12, masih
barang yang menggunakan  [tentang Perubahan Keputusan pendingin an harus sudah tiba di pelabuhan fujuan paling lambat | diperkenankan impor CFC-12 sampai dengan 31
bahan perusak lapisan ozon  [Menteri Perindustrian dan tanggal 31 Maret 2015 yang dibukfikan dengan BC 1.1 |Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 fon melalui
lyang dilarang dimpor, Perdagangan Nomor |mportir Terdaftar (1.
sebagaimana tercantum dalam  [230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang berbasis pendingin yang menggunakan
lampiran | dan |l Keputusan i [Barang yang Diatur Tata Niaga refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan ferisi maupun

impomya .o. Nomor kosong dilarang untuk dimpor mulai tanggal 01 Januari
411/MPP/Kep/9/1998 .0. Nomor 2015
789/MPP/Kep/12/2002
- Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 55/M-
DAG/PER/9/2014 tentang
Ketentuan Impor Barang
30 [MMEA Minuman Beralkohol adaiah  |Peraturan Menteri Perdagangan |- IT-Minuman Beralkohol 3tahon (IFMB] [Bir hitam atau porter Sefiap orang dilarang Minuman g Minoman asal impor dilakukan [1000 mi perorang unfuk  [Waiib periznan impor

minuman yang mendandung
etanol atau efil alkohol
(C2H50H) yang diproses dari
bahan hasi pertanian yang
mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan
destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi.

Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol
0. Nomor 72/M-
DAG/PER/10/2014

- Surat Persefujuan Impor-Minuman
Beralkohol

dlari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk
dlikonsumsi sendiri paling banyak 1000 mi (seribu miliiter)
perorang dengan isi kemasan fidak kurang dari 180 mi
(seratus delapan puluh militer)

oleh perusahaan yang felah meniliki penetapan
sebagai ITMB dari Menteri.

Alokasi Minuman Beralkohol diberikan oleh Menteri
kepada IT-MB dalam bentuk surat persetujuan impor.
IT-MB hanya dapat melakukan impro Minuman
Beralkohol melalui:

a. Pelabunan Laut Belawan di Medan,

b. Tanjung Priok di Jakarta,

. Tanjung Emas di Semarang,

d. Tanjung Perak dii Surabaya,

e. 8itung di Manado,

. Soekarno-Hatta di Makassar atau

dlikonsumsi sendiri dengan
isi kemasan fidak kurang
dlari 180 mi

Lihat permenkeu no
109/PMK.04/2010 tentang
Tata Cara Pembebasan
Cukai Pasal 15 ayat 4,
mengingat di Permenkeu
i barang kiriman berupa
MMEA diberikan
pembebasan cukai 350 ml.




@

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat
lyang berasal dari tanaman atau
bukan fanaman, baik sinfetis
maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau
perubahan

kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan
dapat menimbulkan
ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana
terlampir dalam Undang-

- 10/MENKES/PER/1/2013
- Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

[SUrat Persetujuan Impor Narkofika

Beriaku pershipment
(fransaksional)

Daun koka

fidak ada pengecuaiian

importir Narkofika harus memilii Surat Persetujuan impor
dlari Menteri untuk setiap kali melakukan impor
Narkotika.

|mpor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika
hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang
dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

32" |Nifro Ceiluiose Ceiiiose Nifrates yang juga  |Keputusan Menteri Perindusirian |- Imporiir Produsen - Nitro Celuiose dari Tsatuj tahun  |Nitro Celiuiose, Amoniom Nifrat |fidak ada pengecuaiian NC hanya dapat dimpor olen 1P-NC dan ITNC Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
disebut Nifro' Cellulose (NC) dan Perdagangan nomor Difien Daglu Kemendag, atau
adalah bahan kimia yang 10662/MPP/Kep/10/2003 Jo. - Importir Terdaftar - Nifro Cellulose dari
memiliki kandungan nitrogen |418/MPP/Kep/6/2003 Difien Daglu Kemendag, atau
lyang dapat dipakai sebagai - Persetujuan Impor Bahan Peledak
bahan baku bahan peledak dan Industri dri Difien Daglu Kemendag
bahan baku/penolong untuk
keperluan industri tertentu dan
keperluan lainnya yang
termasuk dalam HS 3912.20,000.

337 |NPIK Nomor Pengenal Importir Keputusan Menteri Perindusirian |Nomor Pengenal imporfir Khusus (NPIK) 5 {ima) fahun  [Pompa uniuk cairan, impor barang ferfentu sebagaimana dimaksud dalam Pas [Perusahaan yang akan melakukan impor barang Dikecuaikan dari Dikecualikan dari
Khusus disingkat NPIK dan Perdagangan nomor dilengkapi dengan alat ukur  |al 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa meriliki NPIK, untuk: — [terfentu harus menmiliki NPIK. kew djiban memiliki NPIK — [kewajiban menmiliki NPIK
adalah tanda pengenal 141/MPP/Kep/3/2002 fentang Imaupun fidak; Mesin pengatur [a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; khusus untuk barang
sebagai importir khusus yang  |Nomor Pengenal Importir Khusus suhu udara b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; tertentu yang dimpor
harus dimiliki setiap (NPIK) j.0. Peraturan Menteri c. melalui Perusahaan Jasa
perusahaan yang melakukan  [Perdagangan Nomor Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasark Titipan peserta ASPERINDO
perdagangan 07/M-DAG/PER/3/2008 an Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Perat (berdasarkan surat dari
impor barang tertentu. uran Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar-Umum| Direktur)

Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli 8

angsa Asing yang Tertentu;

d. Barang pindahan;

e. Barang contoh ;

. Barang promosi;

g. Impor sementara;

h. Keperluan pemberian hadich untuk fujuan

ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau unfuk k
epentingan bencana alam;

i

Barang pribadi penumpang atau aw ak sarana pengakut

atau pelintas batas;

. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengeriaan dan penguiion yang dimasukan kembali ke In

34" |Gbat hewan Obat hewan baru adaiah obat [Keputusan Menteri Perfanian |Nomor pendaftaran obat hew an/izn S tahun dan dapat [Vitamin A unfuk hewan Ketentuan pendaftaran dalam Keputusan ini fidok beriaku[Semua obat hew an yang akan diedarkan di daiam Linat kolom pengecuaiian _|Linat kolom pengecuaiian
hew an yang mengandung zat  [Nomor 695/KPTS/IN260/8/1996  |usaha dari Kementerian Pertanian diperbaharui (nomor untuk : Iwilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor
berkhasiat baru, atau zat tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran fetap) a. Obat hewan yang diproduksi oleh Instansi/Lembaga |pendaftaran.

lama tapi dan Pengujian - 1 tahun dan dapat Pemerintah khusus unfuk keperluan penelitian; Badan Usaha atau perorangan yang berusaha dibidangi
baru, atau mengandung Mutu Obat Hewan diperpanjang 1 kali b. Obat hewan dalam jumich kecil unfuk keperluan imu-|obat hewan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
kombinasi baru dari zat (nomor pendaftaran pengetahuan; I aiio menmiliki zin usaha obat hewan dari Menteri
berkhasiat lama, atau formulasi sementara) c. Obat hewan produk luar negeri yang dimpor sebagai|Pertanian.
baru ermasuk zat fambahanya, sumbangan kepada Pemerintah Republik Indonesia dari  |izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diperlakukan sebagai obat keras badan-badan infernasional di luar negeri; berlaku selama perusahaan obat hewan yang
sampai dilakukan Klasifikasi d. Bahan baku obat hewan yang menggunakan nama | bersangkutan melaksanakan kegiatannya.
terhadap obat baru tersebut. generik.

35 |Obat Tradisiona Obat Tradisional adaiah bahan |Peraturan Kepala BPFOM Nomor [surat Keterangan Impor (3Ki) atau Beriaku pershipment |Hasi sulingan dan larstan fidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
atau ramuan bahan yang 27 Tahun 2013 fentang I1zin SAS atau Surat K gan Komoditas| ) gandung air dari minyak dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan
berupa bahan fumbuhan, bahan|Pengaw asan Pemasukan Obat — |Non Obat dan Makanan (SKK NOM) atsiri yang cocok digunakan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala
hew an, bahan mineral, sediaan |dan Makanan ke Dalam Wilayah untuk pengobatan Badan.
sarian (galenik). atau campuran (indonesia Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
dari bahan fersebut yang secara pada ayat (1) berupa SKI.
turun temurun teloh digunakan
Untuk pengobatan, dan dapat
diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di
masyarakat.

36" |Cbat Obat adaiah obat jadi fermasuk |Peraturan Kepala BPFOM Nomor [surat Keterangan Impor (3Ki) atau Beriaku pershipment |Obat (fidak fermasuk barang [Tidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
prodiuk biologi, yang merupakan |27 Tahun 2013 fentang I7in SAS atau Surat Keterangan Komoditas|  (transaksional]  |dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan
bahan atau paduan bahan Pengawasan Pemasukan Obat  [Non Obat dan Makanan (SKk NOM) terdiii dari produk campuran Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala
digunakan untuk dan Makanan ke Dalam Wilayah atau fidak untuk keperluan Badan.
mempengaruhi/menyelidiki indonesia terapeutik atau profilakfik, Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
sistem fisiologi atau keadaan disiapkan dalam dosis ferfentu pada ayat (1) berupa SKI.
patologi dalam rangka (termasuk dalam bentuk sistem
penetapan diagnosis, pemberian fransdermal)
penceganan, penyembuhan,
pemuiinan dan peningkatan
kesehatan dan konfrasepsi untuk
manusia.

37 |Pangan Olahan Pangan Olahan adaiah Peraturan Kepaia BPOM Nomor  |Surat Keferangan impor (K1) atau Beriaku pershipment |Mentega, soya oilrefined  [Tidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor

makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.

27 Tahun 2013 fentang
Pengawasan Pemasukan Obat
dan Makanan ke Dalam Wilayah
indonesia

Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas

Non Obat dan Makanan (SKK NOM)

(fransaksional)

dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan
Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala
Badan.

Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
nada.ouat [ henina S




bahan baky 4 Chioro-3, 5-
dimethylphenol

Keputusan Menter Perindustrian
dlan Perdagangan Nomor
417/MPP/Kep/6/2003 tentang
Perubahan Keputusan Menteri
Perindustrion dan Perdagangan
Nomor 230/MPP/Kep/7/1997
tentang Barang yang Diatur Tata
Niaga Impornya

IP-PCMX

1 [satu] fahun dan
dapat diperbaharui

2908190000 Turunan
halogenasi, sulfonasi, nifrasi
atau nifrosasi dari fenol atau
fenol-alkohol.

fidak ada pengecuaiian

[Mengubah 2908.10.000 Torunan yang hanya
mengandung pengganti halogen dan garamnya yang
semula dilarang impornya menjadi dapat dimpor oleh IP.
P sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah
|mportir Produsen (IP) yang diakui oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk
mengimpor sendiri PCMX sebagai bahan baku dan atau
bahan penolong yang diperlukan semata-mata untuk
proses produksinya dan dilarang untuk diperjualbelikan
atau dipindahtangankan.

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

9

Peiumas adoalah minyak iumas
dan gemuk lumas yang berasal
dlari minyak bumi, bahan sinfetik,
pelumas bekas dan bahan
cinnya yang fujuan utamanya
untuk pelumasan mesin dan
peralatan lainnya. (Pasal 1
Keppres 21 Tahun 2001)

Keputusan Bersama Menteri
ESDM. Menteri Keuangan, dan
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 1905
K/34/MEM /2001, Nomor
426/KMK.01/2001 , diain Nomor
233/MPP/Kep/7/2001 tentang
Ketentuan Impor Pelumas

CiP-Pelumas atau
- Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)

% Tidak dissbut daiam
regulasi

Minyak peiumas feedstock

fidak ada pengecuaiian

Bahan baku pelumas berupa pelumas dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 diklasifikasikan
dlalam Pos Tarip 2710.00.910, hanya dapat dimpor oleh
perusahaan yang felah mendapat persefujuan sebagai
|mportir Produsen (IP) dan semata-mata untuk
kepentingan produksinya.

Pelumas dengan Klasifikasi Pos Tarip 2710.00.920,
2710.00.930, 2710.00.950, 2710.00.990, 3403.11.100,
3403.11.900, 3403.19.000 dlan 3403.99.000 dapat dimpor
oleh perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir
Urmum (API-U).

Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
hanya dapat dimpor dan dipasarkan di dalam negeri
sepanjang felah memenuhi standar mutu (spesifikasi) dan
memiliki serta mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar
(NPT) sesuci dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang minyak dan

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

2 Tidak tersebut dalam aturan

Keputusan Menter Perindustrian
dlan Perdagangan Nomor
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
Barang yang Diatur Tata Niaga
impornya

- IT-Perkakas Tangan, dan

- Surat Persetujuan Impor (SP1) Perkakas

Tangan

% Tidak dissbut daiam
regulasi

Bojok, Kapak, Sabit, Gunting
Pagar

fidak ada pengecuaiian

Perusahaan yang difunjuk sebagai importer Terdatiar (11]
untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah.
Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
lebin dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

k=

2 Tidak tersebut dalam aturan

Kep.Men. Pertanian No
4341 /Kpts/TP270/7/2001

Waiib Izin dan/atau Pendaftaran
Pestisida dari Menteri Pertanian

% Tidak dissbut daiam
regulasi

Insekiisida, rodentisida,
fungisida, herbisida, produk
anti-sprouting dan pengatur
ertumbuhan. fanaman

fidak ada pengecuaiian

Pada dasamya ferdapat Pestisida yang dilarang uniuk
dimpor (bila mengandung 83) dan Pesfisida ferbatas
(waiib perizinan dari Kementan)

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

s

Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga, yang selanjutnya
disingkat PKRT adalah alat,
bahan, atau campuran bahan

Peraturan Menteri Kesehatan

nomor
1190/MENKES/PER/VI11/2010
tentang Izin Edar Alat Kesehatan

untuk p dan
perawatan kesehatan unfuk
manusia, pengendali kutu
hewan pelinaraan, rumah
tangga dan tempat-tempat
umum.

dan Kesehatan
Rumah Tangga

Nomor Pendaftaran Perbekaian
Kesehatan Rumah Tangga

5 {iima) fahun

Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoskoy

Apabila barang yang dimpor fidak fermasuk daiam
barang yang waiib didaftarkan di Kementerian
Kesehatan berdasarkan keterangan/penjelasan tertulis
dari Kementerian Kesehatan

Alat kesehatan dan/atas PKRTyang akan dimpor,
digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik
indonesia harus terlebih dahulu memilii izin edar.
Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT
dicjukan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi
formulir pendaftaran dan melampirkan

kelengkapan yang diperlukan. Nomor Pendaftaran Alat
Kesehatan atau Nomor Pendaftaran Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga waijib diserahkan kepada
Pejobat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

&

Bahan Baku Piastik adalah
senyawa organik yang
mempunyai rumus kimia
tersendii yang digunakan
sebagai senyawa anfara dalam
proses produksi plastik.

Perafuran Menteri Perdagangan
nomor 36/M-DAG/PER/7/2013
tentang Ketentuan Impor Bahan
Baku Plastik

- 1P-Bahan Baku Plastik atau

- Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik

“iP"Bahan Baku
Plastik berlaku 1 (satu)
tahun sejak fanggal
diterbitkan
- Persetujuan Impor
Bahan Baku Plastik
berlaku selama 6
(enam) bulan
terhitung sejak

Efiena (bahan baky piastik]

Bolum diatur pengecuaiian. Pengecudiian dari kefentuan
dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persefujuan
Menteri.

~Bahan baky plastik hanya dapat dimpor olen
perusahaan yang felah mendapat pengakuan sebagai
1P-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT8ahan
Baku Plastik dari Menteri

- Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh IT-
Bahan Baku Plastik wajib mendapat persetujuan impor
dlari Menteri.

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

IS

Prekursor adaiah zat afau banhan
pemula atau bahan kimia
tertentu yang dapat digunakan
sebagai bahan baku/penolong
Untuk keperluan proses produksi
inclustri dan apabila
disimpangkan dapat digunakan
dalam memproses pembuatan
narkotika dan atau psikofropika.
Prekursor Farmasi adalah zat
atau bahan pemula atau bahan
kimia yang dapat digunakan
sebagai bahan baku/penolong
Untuk keperluan proses produksi
indlustri farmasi atau produk

- Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 10 Tahun 2013 tentang
impor dan Ekspor Narkofika,
Psikotropika, dan Prekursor
Farmasi

- Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 647/MPP/Kep/10/2004
tentang Ketentuan Impor
Prekursor

PI-Prekursor/IT-Prekursor/SPI-Prekursor

~Ttahun dan dapat
diperpanjang kembali
(IP-Prekursor)

- 3 tahun dan dapat
diperpanjang kembali
(IT-Prekursor)

- SPI berlaku selama 3
bulan dan dapat
diperpanjang paling
banyak 2 kali

Efediin dan garamnya, Asefat
Anhidrida, dil

fidak ada pengecuaiian

Prekursor sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) hanya
dapat dimpor oleh perusahaan yang telah mendapat
pengakuan sebagai IP-Prekursor atau penunjukan
sebagai ITPrekursor.

Setiap kaliimportasi prekursor yang dilakukan oleh IT-
Prekursor harus mendapat persefujuan impor terlebin
dahulu dari Dirien DAGLU yang mencakup masa berlaku
persetujuan impor, jumiah dan jenis prekursor, nama
eksportir, negara asal, pelabuhan fujuan.

Setiap importasi prekursor oleh IP-Prekursor dan IT-
Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dan ayat (3) terlebih dahulu waiib dilakukan v erifikasi
atau penelusuran teknis di negara muat barang.

Hasil v erifikasi atau penelusuran teknis yang felah
dlilakukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

s
&

Preparat bau-bauan mengandun

2 Tidak tersebut dalam regulasi

Keputusan Menter Perindustrian
dlan Perdagangan Nomor
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
Barang yang Diatur Tata Niaga
impornya

- IT-Preparat Bau-Bauan, dan

- surat Persetujuan Impor (SP1) Preparat

Bau-Bauan

% Tidak dissbut daiam
regulasi

Campuran dari berbagai zat
bau-bauan dan campuran
(termasuk larutan
mengandung alkohol) dengan
bahan dasar satu atau lebin
dlari berbagai zat ini

fidak ada pengecuaiian

Perusahaan yang difunjuk sebagai importer Terdattar (11]
untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah.
Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
lebin dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan
Infernasional.

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor




48 [psikotropika Psikotropika adaiah zaf atau  |Peraturan Menteri Kesehatan  [surat Persefujuan Impor (SP1) Psikofropika | Berlaku 3 buian dan |Amfetamina, Benzietamina  |Tidak ada pengecuaian impor Psikofropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya | Waiib periznan impor Waiio perizinan impor
obat, baik alamiah maupun Nomor 10 Tahun 2013 tentang dapat diperpanjang dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau
sintetis bukan Narkotika, yang  [Impor dan Ekspor Narkotika, paling banyak 2 kali Lembaga limu Pengetahuan.
berkhasiat psikoaktif melalui dan Prekursor industri Farmasi dan PBF sebagaimana dimaksud pada
pengaruh selekiit pada susunan|Farmasi ayat (1) harus memilii izin sebagai 1P Psikotropika/IP
saraf pusat yang menyebabkan Prekursor Farmasi atau sebagai T Psikotropika/IT
perubahan khas pada akfivitas Prekursor Farmasi dari Menteri.
mental dan perilaku. Lembaga limu Pengetahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak memerlukan izin sebagai importir
Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.

Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor
Farmasi hanya dapat dilaksanakan seteloh
mendapatkan SPI dari Menteri

impor Narkotika, Psikofropika, dan/atau Prekursor
Farmasi hanya dapat diloksanakan setelah
mendapatkan SPI dari Menteri.

SPI_sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

47" |Sakarin % Tidak fersebut dalam reguiasi |Keputusan Menteri Perindusirian |- 1T-Sakarin dan Garamnya, dan % Tidak disebut dalam [Sakarin dan garamnya Sefiap orang dilarang membaw a Minuman Beralkohol darPerusahaan yang dituniok sebagai importer Terdaftar {11) [Waiib perizinan impor Waiio perizinan impor

dlan Perdagangan Nomor - surat Persetujuan Impor (SP1) Sakarin regulasi untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana
Barang yang Diatur Tata Niaga dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
impornya lebin dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan

48 [Senjata api Yang fermasuk daiam 1. PERPU 2071960 jo. 17in impor senjata api dari Kapori 7 Revoiver dan Pistol, kembang [Tidak ada pengecuaiian Setiap pemasukan senjata api dan peraiatan keamanan [Wajib periznan impor Waiio perizinan impor
pengertian senjata api adalah: 2. Kep. KAPOLRI No api termasuk di antaranya senjata firuan/mainan/replika
1. Bagian-bagian senjata api  [Skep/82/11/2004 Jo. lyang tidak ada izin dari Kapolri fidak dizinkan masuk ke
2. Meriam-meriam dan 3. R/13/1/2005 indonesia.
penyembur penyembur api dan Peralatan kemanan yang masuk ke Indonesia fanpa izn
bagian-bagiannya dinformasikan ke Direktur Intelkam/Dir. Reskrim Polda
3. Senjata-senjata tekanan setempat unfuk selanjunya dilakukan penyelicikan dan
udara, senjata tekanan per. penyidikan serta menindak fegas para pelaku sesuai
4. Pistol penyembelin, pistol hukum. peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
pemberi isyarat, |zin impor senjata api untuk keperluan non NI harus atas
5. Senjata firuan seperti: Pistol seizin Kapolr, adapun unfuk penggunaan NI izin
revolver tanda bahaya, diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan.

Pistol/revolver perlombaan,
Pistol/revolver mafi suri, Benda-
benda lain serupa itu yang
dapat dipergunakan untuk

4" |Suplemen Makanan SUpiemen Kesehatan adaiah  |Peraturan Kepaia BPOM Nomor [Surat Keterangan impor (K1) atau Beriaku pershipment |Olahan gingseng fidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
produk yang dimaksudkan unfuk |27 Tahun 2013 tentang 1zin SAS atau Surat Keterangan Komoditas|  (transaksional) dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan
melengkapi kebutuhan zat gizi, [Pengaw asan Pemasukan Obat  |Non Obat dan Makanan (SKK NOM) Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala
memelinara, meningkatkan dan  |dan Makanan ke Dalam Wilayah Badan.
memperbaiki fungsi kesehatan,  (Indonesia Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
mengandung satu atau lebih pada ayat (1) berupa SKI.
bahan berupa vitamin, mineral,
asam amino atau bahan lain
(berasal dari fumbuhan atau
lbukan fumbuhan) yang
mempunyai nilai iz dan/atau
efek fisiologis, yang fidak
dimaksudkan sebagai pangan.

50 [T [feksti dan Prociuk Teksti, " Peraturan Menteri P Teksti “Vtahun dan dapat |Kain (masin berupa kain) bim |Ketenfuan dalam Peraturan Menteri ini fidak beriaku Ketentuan Impor Teksril dan Produk Tekstil (Permendag 23| Dikecudikan dari 1zin iP-  |Dikecudiikan dari
selanjutnya disingkat TPT, adalah |Perdagangan Nomor 23/M- - Laporan Surveyor diperpanjang (1P [menjadi barang jadii terhadap impor PTyang dimasukkan ke dalam: ITahun 2009 berikut perubahannya) ada yang beriisan — [Tekstil dan LS kew djiban menmiliki 1P-Teksti
kain lembaran dan produk yang [DAG/PER/6/2009 tentang Tekstil) . Kaw asan Berikat afou Gudang Berikat yang ditetapkan|dengan Permendag No 83 Tahun 2012 berikut dlan LS atas barang kiriman
menggunakan kainlembaran  [Ketentuan Impor Tekstil dan - berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau perubahannya, khususnya lampiran no 33 s.d. 49. bermilai paling finggi
sebagai bahan baku atau Produk Teksfil ssbagaimana telah pershipment/fransaksi b. Kaw asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: [TPTyang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 sebesar FOB US§ 1,500.00
bahan penolong. diubah dengan Nomor 02/M- onal (Laporan (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini fidak berlaku — |dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini hanya dapat

DAG/PER/1/2010. Surveyor) terhadap impor TPTyang merupakan: diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat
- 83/M-DAG/PER/12/2012 . barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara — [Pengakuan sebagai IP-Tekstil
tentang Ketentuan Impor Produk cinnya; Setiap importasi TPTyang tercantum dalam Lampiran |
Tertentu sebagaimana telah b. barang keperluan penelitian dan pengembangan Peraturan Menteri ini, waiib terlebin dahulu dilakukan
diubah terakhir dengan Nomor teknologi; v erifikasi atau penelusuran teknis di negara muat
73/M-DAG/PER/10/2014 . barang bantuan teknik dan bantuan proyek barang.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955

tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea

Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;

d. barang perwakilan negara asing beserta para

51 [fombuhan fumbuhan adalah semua jenis  |Peraturan Pemeriniah Nomor 14 (K12 atau K19 Pershipment/fransaksi [Semua jenis fumbunan fidak ada pengecuaiian Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalom | Waiib perizinan impor Waiio perizinan impor
sumber daya alam nabati dalam [Tahun 2002 fentang Karantina onal Iwilayah Negara Republik Indonesia, waiib :
keadaan hidup atau mati, baik —|Tumbuhan a.  dilengkapi Serfifikat Kesehatan Tumbuhan dari
belum diolah maupun telah negara asal dan negara fransit bagi tumbuhan dan
dinlab:. Io! kecualiMedia Pemban o]

52 |Uang Tunai Uang funai adaiah uang kertas |- Peraturan Bank Indonesia Hanya diwdiibkan lapor daiam BC 2.2, BC| Pershipment/ iransaksi |Uang fundi Bila uang funai yang dibawa fidak berjumiah melebini 100 [Setiap orang yang membaw a uang funai berupa rupuah|Waiib periznan impor, inat |Wajib periznan impor, inat

maupun uang logam, baik
berupa uang rupiah maupun
mata uang asing yang
dikeluarkan oleh suatu oforitas
tertentu yang berlaku sebagai
alat pembayaran yang sah.

Nomor 4/8/P81/2002 fentang
Persyaratan dan Tata Cara
Membaw a Uang Rupiah Keluar
atau Masuk Wilayah Pabean
Republik Indonesia

- Peraturan Direktur Jenderal Beal
clan Cukai Nomor P-01 /BC/2005
tentang Tatalaksana
Pengeluaran dan Pemasukan
Uang Tunai

20, atau BC 2.1
Serta waiib periksa keaslion uang apabila
membawa rupiah senilai 100 juta atau
lebin

onal

luta rupiah.

sejumiah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupich) atau
lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan|
itu,

ke dalam Daerah Pabean waijib memberikan laporan
kepada Pejobat Bea dan Cukai.

Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengisi dan menyerahkan:

. Custors Declaration (BC 2.2) jika dibawalangsung
oleh penumpang; atau

b. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0} jika dimpor
sebagai barang kargo; atau

. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika
melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJ1).

Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah
maka sefiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) waiib memeriksakan keaslian uang rupiah tersebut

pengecudlian

pengecudlian




53 |Udang Udang adaiah binatang yang  [Peraturan Bersama Menteri Dilarang uniuk diimpor Udang kecil dan udang biosa [Udang seldin sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2, baik [Udang spesies ferfentu dilarang unfuk dimpor ke Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
tidak bertulang, hidup dalam air, |Perdagangan dan Menteri (dari spesies Penaeus dalam bentuk udang utuh (head on) maupun udang fidak wilayah Republik Indonesia.
berkulit keras, berkaki sepuluh, |Kelautan dan Perikanan Nomor v anamae) segar, dingin, utuh (head less) yang masuk ke wilayah Republic Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada
berekor pendek, dan bersepit  [52/M-DAG/PER/12/2010 dan maupun beku indonesia hanya dapat dilakukan melaluiz ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
dua pada kaki depannya INomor PB. 02/MEN/2010 tentang . Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di  |bagian tidak ferpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
(crustaceae). Larangan Impor Udang Spesies Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di
Tertentu ke Wilayah Republik surabaya, Soekarmo Hatta di Makassar; dan/atau
indonesia bb. Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarmo Hatta di
Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di
54 |Obat Ikan Obat ikan adaiah sediaan yang [Peraturan Menteri Kelautan dan [Surat Persefujuan Pengeluaran Bahan Untuk 1 (sato) kaii |2 Tdak ada pengecuaiian Setiap bahan baku obat ikan, sampel obat ikan, atau  [Wajib periznan impor Waiio perizinan impor
dapat digunakan untuk Perikanan Nomor Baku Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Obat | pemasukan/transaksi obat ikan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah
mengobatiikan, membebaskan [PER.04/MEN/2012 tentang Obat  |Ikan dari Tempat Pemasukan onal Negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam
gejala, atau memodifikasi proses [Ikan wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat
kirmia dalam tubuh yang melipufi dilakukan melalui tempat pemasukan atau tempat
sediaan biologik, farmasetik, pengeluaran sebagai berikut:
premiks, probiotik, dan obat . pelabuhan laut: Belaw an di Medan, Tanjung Priok di
alami. Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di
surabaya, Soekarmo Hatta di Makassar, dan Panjang di
Lampung;
b. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau
. pos pemeriksaan linfas batas Entikong.
hasil pe Surat K
Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan
Pemasukan Sampel Obat Ikan, dan/atau Surat
Keterangan Pemasukan Obat Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas
Karantina menerbitkan:
. Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku Obat
I kan/Sampel Obat Ikan/Obat Ikan dari Tempat
Pemasukan, apabila Surat Keterangan Pemasukan
Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan Pemasukan
55" [Eiekironik Produk Terfentu adaiah produk |- Keputusan Menteri “Nomor Pengenal imporfir Khsus (NPIK) | - 5 (imaj fahun (NPIK) [Pompa unfuk cairan, impor barang ferfentu sebagaimana dimaksud dalam Pas [Perusahaan yang akan melakukan impor barang Dikecuaikan dari Dikecualikan dari
lyang terkena ketentuan impor  [Perindustrian dan Perdagangan  [Elekironik -berlakus.d.  [diengkapi dengan alat ukur [l 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa meriliki NPIK, untuk: — [tertentu harus memiliki NPIK. kew djiban memilki NPIK.  [kewajiban menmiliki NPIK
berdasarkan Peraturan Menteri [nomor 141/MPP/Kep/3/2002  |serta beberapa elekironik harus Berakhimya | maupun fidak: Mesin pengatur |a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; — [Ketentuan ini beririsan dengan ketentuan impor produk |Dan Dikecualikan dari khusus untuk barang
ini yang meliputi produk tentang Nomor Pengenal dilengkapi pula dengan: peraturan menter ini |suhu udara b. Keperluan penelitian dan pengembangan feknologi;  [fertentu. Sebagai berikut: kew djiban mermiliki 1T tertentu yang dimpor
makanan dan minuman, obat  [Importir Khusus (NPIK) j.o. - ITProdiuk Terfentu - berlaku . Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh Produk Tertentu dan LS atas |melalui Perusahaan Jasa
tradisional dan suplemen Peraturan Menteri Perdagangan |- Laporan Surveyor transaksional/pership berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 [perusahaan yang teloh mendapat penetapan sebagai IT|barang pribadi penumpang|Ttipan peserta ASPERINDO
makanan, kosmetik, pakaian  Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 ment tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk dan Bea |Produk Terfentu, dan awak sarana (berdasarkan surat dari
liadi, alas kaki, elekironika, dan |- 83/M-DAG/PER/12/2012 Keluar Umum Uniuk Keperluan Golongan-Golongan Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebin [pengangkut dalam jumiah | Direktur)
mainan anak-anak tentang Ketentuan Impor Produk Pejobat dan Ali Bangsa Asing yang Tertentu; dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran feknis impor |paing banyak FOB US$ 1500 |Dan Dikecudlikan dari
Tertentu sebagaimana telah d. Barang pindahan; dli pelabuhan muat. perorang. kew djiban menmiliki IT-
diubah terakhir dengan Nomor e. Barang contoh ; Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu Produk Tertentu dan LS atas
73/M-DAG/PER/10/2014 . Barang promosi; hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: barang pribadi
g. Impor sementara; a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, penumpang dan awak
h. Keperluan pemberian hadich untuk fujuan b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di sarana pengangkut dalam
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk k| Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di lumiah paing banyak 2 unit
epentingan bencana alam; surabaya, Soekarmo-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai perpengiriman.
(. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengaku| (khusus makanan dan minuman}, Jayapura di Jayapura
t atau pelintas batas; (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan
. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, | (khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di
pengeriaan dan pengujion yang dimasukan kembali ke In|Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian
donesia; iadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung
k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan
negeri kemudian dimpor kermbali dalam kuantitas yang saelelfronika), dan/atau
56 |Jagung Nomor Pengenal Importir Keputusan Menteri Perindusirian |Nomor Pengenal imporfir Khusus (NPIK) 5 {ima fahun |Jagung impor barang ferfentu sebagaimana dimaksud dalam Pas [Perusahaan yang akan melakukan impor barang Dikecuaikan dari Dikecualikan dari

Khusus disingkat NPIK
adalah tanda pengenal
sebagai importir khusus yang
harus dimiliki sefiap
perusahaan yang melakukan
perdagangan

impor barang tertentu.

dan Perdagangan nomor
141/MPP/Kep/3/2002 fentang
Nomor Pengenal Importir Khusus
(NPIK) j.0. Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor
07/M-DAG/PER/3/2008

Jagung

al 3 ayat (2) dapat dilakukan fanpa menmiliki NPIK, unfuk:
a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
c.

Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasark
an Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Perat
uran Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar-Umum|

Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahii 8
angsa Asing yang Tertentu;

d. Barang pindahan;

e. Barang contoh ;

. Barang promosi;

g. Impor sementara;

h. Keperluan pemberian hadich untuk fujuan

ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau unfuk k

tertentu harus meriliki NPIK.

kew cjiban memiliki NPIK

kew djiban mermiliki NPIK
khusus untuk barang
tertentu yang dimpor
melalui Perusahaan Jasa
Titipan peserta ASPERINDO
(berdasarkan surat dari
Direktur)




%

Nomor Pengenal Importir
Khusus disingkat NPIK
adalah tanda pengenal
sebagai importir khusus yang
harus dimiliki sefiap
perusahaan yang melakukan
perdagangan

impor barang tertentu.

Keputusan Menter Perindustrian
dlan Perdagangan nomor
141/MPP/Kep/3/2002 fentang
Nomor Pengenal Importir Khusus
(NPIK) j.0. Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor
07/M-DAG/PER/3/2008

Nomor Pengenal Importir Knusus (NPIK)
Kedelai

5 {ima) fahun

Kedelai

impor barang ferfentu sebagaimana dimaksud dalom Pas
al 3 ayat (2) dapat dilakukan fanpa menmiliki NPIK, unfuk:
a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
c. Keperluan Bantuan feknik dan bantuan proyek
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955
tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea
Keluar Umum Uniuk Keperluan Golongan-Golongan
Pejobat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu;

d. Barang pindahan;

e. Barang contoh ;

. Barang promosi;

g. Impor sementara;

h. Keperluan pemberian hadich untuk fujuan

ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau unfuk k
epentingan bencana alam;

i

Barang pribadi penumpang atau aw ak sarana pengakut
atau pelintas batas;

. Barang yang felah diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengeriaan dan penguiion yang dimasukan kembali ke In
donesia;

k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar

Perusahaan yang akan meiakukan impor barang
tertentu harus memiliki NPIK.

Dikecualikan dari
kew cjiban memiliki NPIK

Dikecualikan dari
kew djiban mermiliki NPIK
khusus untuk barang
tertentu yang dimpor
melalui Perusahaan Jasa
Tifipan peserta ASPERINDO
(berdasarkan surat dari
Direktur)

Nomor Pengenal Importir
Khusus disingkat NPIK
adalah tanda pengenal
sebagai importir khusus yang
harus dimiliki sefiap
perusahaan yang melakukan
perdagangan

impor barang tertentu.

“Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
nomor 141/MPP/Kep/3/2002
tentang Nomor Pengenal
|mportir Khusus (NPIK) j.o.
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008

- 83/M-DAG/PER/12/2012
tentang Ketentuan Impor Produk
Tertentu sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Nomor
73/M-DAG/PER/10/2014

Nomor Pengenal Importir Knusus (NPIK)
Mainan Anak-Anck
- ITProdiuk Terfentu
- Laporan Surveyor

~§ fima) tahun (NPIK)
- berlaku s.d.
Berakhimya
peraturan menter ini
- berlaku
transaksional/pership
ment

Kedelai

impor barang ferfentu sebagaimana dimaksud dalom Pas
al 3 ayat (2) dapat dilakukan fanpa menmiliki NPIK, untuk:
a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955
tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk dan Bea
Keluar Umum Uniuk Keperluan Golongan-Golongan
Pejobat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu;

d. Barang pindahan;

e. Barang contoh ;

. Barang promosi;

g. Impor sementara;

h. Keperluan pemberian hadich untuk fujuan

ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau unfuk k
epentingan bencana alam;

i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengaku
t atau pelintas batas;

Perusahaan yang akan meiakukan impor barang
tertentu harus memiliki NPIK.

Ketentuan ini beririsan dengan kefentuan impor produk
tertentu. Sebagai berikut:

Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan yang felah mendapat penetapan sebagai 11
Produk Tertentu,

Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebin
dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor
dli pelabuhan muat.

Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu
hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi,

b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di
Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di
surabaya, Soekarmo-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai
(khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura
(khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan

Dikecuaikan dari
kew jiban meriliki NPIK.
Dan Dikecualikan dari

kew djiban mermiliki IT-
Produk Tertentu dan LS atas
barang pribadi penumpang
dan awak sarana
pengangkut dalam jumich
paing banyak FOB US$ 1500
perorang.

Dikecualikan dari
kew djiban mermiliki NPIK
khusus untuk barang
tertentu yang dimpor
melalui Perusahaan Jasa
Titipan peserta ASPERINDO
(berdasarkan surat dari
Direktur).

Dan Dikecualikan dari

kew djiban mermiliki IT-
Produk Tertentu dan LS atas
barang pribadi
penumpang dan awak
sarana pengangkut dalam
jumiah paing banyak FOB
US$ 1500 perorang.

@

Nomor Pengenal Importir
Khusus disingkat NPIK
adalah tanda pengenal
sebagai importir khusus yang

“Keputusan Menteri
Perindustrion dan Perdagangan
nomor 141/MPP/Kep/3/2002
tentang Nomor Pengenal

Nomor Pengenal Importir Knusus (NPIK)
sepatu

- ITProdiuk Terfentu

- Laporan Surveyor

“§fima) tahun (NPIK)
- berlaku s.d.
Berakhimya

peraturan menter ini

Sepatu, sandal

a sl ik v ones i
impor barang ferfentu sebagaimana dimaksud dalom Pas
al 3 ayat (2) dapat dilakukan fanpa menmiliki NPIK, unfuk:
a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;

sl 1k
Perusahaan yang akan melakukan impor barang
tertentu harus memiliki NPIK.

Ketentuan ini beririsan dengan kefentuan impor produk
tertentu. Sebagai berikut:

Dikecuaikan dari
kew jiban mermiliki NPIK.
Dan Dikecualikan dari
kew djiban mermiliki 1T

Dikecualikan dari
kew djiban menmiliki NPIK
khusus untuk barang
tertentu yang dimpor

harus dimiliki sefiap |mportir Khusus (NPIK) j.o. (IT-Prodiuk Terfentu) . Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh Produk Tertentu dan LS atas |melalui Perusahaan Jasa
perusahaan yang melakukan  [Peraturan Menteri Perdagangan - berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 [perusahaan yang teloh mendapat penetapan sebagai IT|barang pribadi penumpang|Ttipan peserta ASPERINDO
perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 transaksional/pership tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk dan Bea |Produk Terfentu, dan awak sarana (berdasarkan surat dari
impor barang tertentu. - 83/M-DAG/PER/12/2012 ment (LS) Keluar Umum Uniuk Keperluan Golongan-Golongan Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebin [pengangkut dalam jumiah - [Direktur).
tentang Ketentuan Impor Produk Pejobat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran feknis impor |paing banyak FOB US$ 1500 |Dan Dikecudlikan dari
Tertentu sebagaimana telah d. Barang pindahan; di pelabuhan muat. perorang. kew djiban menmiliki IT-
diubah terakhir dengan Nomor e. Barang contoh ; Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu Produk Tertentu dan LS atas
73/M-DAG/PER/10/2014 . Barang promosi; hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: barang pribadi
g. Impor sementara; a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, penumpang dan awak
h. Keperluan pemberian hadich untuk fujuan b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di sarana pengangkut dalam
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk k| Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di jumiah paing banyak FOB
epentingan bencana alam; surabaya, Soekarmo-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai US$ 1500 perorang.
i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengaku | (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura
t atau pelintas batas; (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan
. Barang yang felah diekspor untuk keperluan perbaikan, | (khusus makanan dan minuman). Krueng Geukuh di
pengeriaan dan pengujion yang dimasukan kembbali ke In|Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian
6 Besi atau Baja adalah produk  [Peraturan Menter Perdagangan |- 1P-Besi Baja atau iT-8esi Baja “Beriaku's.d. | |Produk canai lantaian dari besi|Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini fidak berlaku Besi atau Baja hanya dapat dimpor oleh: Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor

dari peleburan paduan besi
karbon dengan sejuriah unsur
paduan dan unsur pengotor
lebin lanjut, dan/atau barang
lyang dinasikan dari produk
tersebut.

Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010
tentang Ketentuan Impor Besi
atau Beja j.o. Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2012

- Laporan Surveyor

Berakhimya Peraturan|

Menteri ini (IP/IT-Besi
Bajo)
- Berlaku

pershipment/fransaksi

onal (LS)

atau baja bukan paduan,
7208.25.90.00 dengan lebar 600
mm atau lebih, dicanai panas,
tidak dipalut, tidak disepuh
atau fidak dilapisi. Dalam
guiungan, fidak dikerjakan
lebin lanjut selain dicanai
panas, telah dibersinkan
dengan asam, fidak dengan
pola relief, dengan ketebalan
4,75 mm atau lebin selain unfuk
dicanai ulang

terhadap:
. Besi atau Baja yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1)
dlan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan

b. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat
Penimbunan Berikat.

. 1P-Besi atau Baja; atau
b. IT-Besi atau Baja.

Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-
Besi atau Boja harus dilakukan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor ferlebih dahulu oleh Surveyor dii
pelabuhan muat sebelum dikapalkan.




63" [Kaca Lembaran Kaca Lembaran adaiah hasil  |Peraturan Menteri Perdagangan [Laporan Surveyor Beriaku pershipment |Kaca fuang afau kaca cerai  [Kefentuan dalam Peraturan Menteri ini fidok beriaku [Setiap importasi Kaca Lembaran waijib terlebin dahuiu  |Dikecudiikan dari Dikecualikan dari
olahan dari bahan galian non-  [Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 (iransaksional)  [berbentuk lembaran terhadap impor Kaca Lembaran yong dimasukkan ke [dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di kew djiban meniliki LS kew djiban menmiliki LS
logam yang dinasikan melalui [tenang Verifikasi atau dalam: negara asal muat barang. dengan nilai maksimal US$
proses pembakaran dengan  [Penelusuran Teknis Impor Kaca . Kawasan Berikat atau Gudang Berkat yang o dari verifikasi atau penelusuran feknis impor
menggunakan teknologi tuang. - |Lembaran j.o. Nomor 71/M- berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh surveyor
tarik, dan apung serta jenis kaca [DAG/PER/11/2012 b. Kaw asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. - |dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk
lembaran lain yang teloh (2) Ketentuan dalam Peraturan Menter ini tidak berlaku — |digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam
mengalami proses lebin lanjut, terhadap impor Kaca Lembaran yang merupakan: penyelesaion kepabeanan di bidang impor
lyang termasuk dalam Pos . barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara
Tarif/HS 7003, 7004, 7005, 7006, cinnya;
dlan 7007. bb. barang keperluan penelitian dan pengembangan

teknologi;

. barang bantuan teknik dan bantuan proyek
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955
tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea
Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
dl. barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

. barang unfuk keperluan badan Infernasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

. barang pindahan;

9. barang confoh yang fidak untuk diperdagangkan;

h. barang promosi;

&4 |Barang Modai Bukan Baru Barang Modal Bukan Baru Peraturan Menteri Perdagangan |- Persetujuan impor (PI) - Barang Modal “12buian sejak  |Generator, Bridge crane, Ketentuan pemeriksaan teknis impor tidak berlaku bagi:  |Barang modal bukan baru hanya dapat dimpor oleh:  [Wajib periznan impor Waiio perizinan impor

adalah barang sebagai modal  [Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013  [Bukan Baru tanggal diterbitkan | mesin, dil - Barang impor sementara, . Perusahaan Pemakai Langsung,
Usaha atau unfuk menghasikan [tentang Ketentuan Impor Barang|- Laporan Surveyor/Certificate Of dan dapat - Barang impor status sewa oleh Konfraktor Konfrak b. Perusahaan Rekondisi,
sesuatu, yang masin layak pakai, [Modal Bukan Baru Inspection diperpanjang Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (K35) c. Perusahaan Remanufakturing, dan/atau
atau untuk direkondis, sebanyak 1 kali (P1) Barang modal bukan baru yang fermasuk dalam pos farif |d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan
remanufakiuring, - Berlaku 188 dlan 89 diikecualikan dari kefentuan pemeriksaan Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan
digunafungsikan kembali dan pershipment/fransaksi teknis/verifikasi. oleh perusahaan yang felah mendapatkan Persetujuan
bukan skrap onal (LS) Barang modal bukan baru yang dimpor ke Kawasan — [Impor dari Direktur.
Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru
Persefujuan Impor dan kefentuan mengenai pemeriksaan [harus terlebin dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh
teknis. Surveyor di negara asal muat barang.
Attensi: ada beberapa barang yang hanya dapat
dimpor bila usianya tidak melebihi 20 tahun, dan
membutuhkan izin tambahan dari Kementerian
Perindustrian/Perhubungan bila usianya lebih dari 20
i
85 |[Komodifi waiib Iabel berbahasa  |Label adalah sefiap keferangan [Peraturan Menteri Perdagangan [Surat Keterangan Pencantuman Label | 2 fahun sejok fanggal [barang elekironika keperiuan |Ketenfuan pencantuman iabel dalam Bahasa indonesia | Pelaky Usaha yang memproduks afau mengimpor Dikecuaikan dari Dikecualikan dari
indonesia mengenai barang yang INomor 67/M-DAG/PER/11/2013 |dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) diterbitkan dan dapat|ruamah fangga, tidak berlaku unfuk barang dalam lampiran permendag, *[barang untuk diperdagangkan di Pasar dalamnegeri  |kewaijiban meniliki SKPLBI |kewcijiban meniliki SKPLBI
berbentuk gambor, fulisan, tentang Kew ajiban diperpanjang.  |telekomunikasi dan lika barang tersebut merupakan: Iwaiio mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.
kombinasi keduanya, atau Pencantuman Label dalam informatika, barang bahan  |a. Barang curah yang dijual dan dikemas secara surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa
bentuk lain yang memuat Bahasa Indonesia pada Barang bangunan, suku cadang langsung di hadapan konsumen, atau indonesia (SKPLBI) merupakan dokumen yang
informasi fentang barang dan — .0. Nomor 10/M- kendaraan bermotor, dil b. Barang yang dimpor sebagai: menerangkan bahwa:
keterangan Pelaku Usaha serta | DAG/PER/1/2014 - Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan [a..
informasi lainnya sesuai dengan dlalam proses produksi, b. Label untuk Barang asal impor felah memenuhi
ketentuan peraturan perundang - Barang impor sementara, ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
undangan yang berlaku. - Barang Re-impor, i dan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam
- Barang untuk keperluan penelifian dan peng gan [p P di bidang impor.
iimu pengetahuan,
- Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperiuan
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan,
atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam,
- Barang contoh vana fidak untuk a

68" |BAN BERTEKANAN Ban adalah bagian penting dari |Peraturan Menteri Perdagangan |Laporan Surveyor Beriaku pershipment [Ban berfekanan baru dari  [Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini fidak berlaku Setiap importasi Ban harus ferlebin dahuiu dilakukan Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
kendaraan bermotor yang Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 (iransksional)  [karet dari pos farif 4011 terhadap Impor Ban yang dimasukkan ke dalam: v erifikasi atau penelusuran teknis impor di negara asal
diproduksi dari campuran karet [tentang Verifikasi atau . Kawasan Ekonomi Khusus, muat barang.
alam dan karet sinfetis, yang  [Penelusuran Teknis Impor Ban b. Kaw asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  |Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh
termasuk dalam Pos Tarif/HS Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini fidak berlaku Isurveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor
011 terhadap impor Ban yang merupakan: (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap

. Barang keperluan pemerintah dan lembaganegara  |pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang
cinnya; impor.
b. Barang keperluan penelitian dan pengermbangan
teknologi;
. Barang bantuan feknik dan bantuan proyek
berdasarkan PP No 19 Tahun 1955 tentang Peraturan
Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Golongan
Pejobat dan Ahli Bangsa Asing tertentu.
dl. Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
. Barang untuk keperluan badan infernasional beserta
&7 [HOLTKULTURA Holtikuitura adaiah segaia hal  [Peraturan Menter Perdagangan [IP-Produk Holfikulfra afau iT-Procuk “Berlaku sesuai  |Bawang Bombay, Cabe, impor Produk Holfikultura untuk: impor Produk Holfikuitura hanya dapat dilakukan oleh  [fidak wajib meniiki 11/1P/SP| | Waiib perizinan impor

lyang berkaitan dengan buah,
sayuran, bahan obat nabati, dan
florikultura, termasuk di
dalamnya jamur, lumut, dan
tanaman air yang berfungsi
sebagai sebagai sayuran, bahan
obat nabati, dan/atau bahan
estetika.

Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013
tentang Ketentuan Impor Produk
Holtikultura j.o. Nomor 47/M-
DAG/PER/8/2013

Holtikultura atau Surat Persetujuan Impor
(sP1)-Produk Holfikuitura

dengan Rekomendasi
Impor Produk
Holtikultura (RIPH) dari
Menteri Pertanian (IP-
Produk Holfikultura)

- 2 fahun sejak
tanggal diterbitkan (1T
Produk Holfikultura)

- Berlaku sesuai
dengan masa berlaku
RIPH, sejok fanggal
terbit (Persefujuan
Impor)

Isayuran, dil

. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah
untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam,

b. Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas
timbal balik,

. Barang untuk keperluan badan infernasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia,

. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan
pengembangan imu pengetahuan, dan

. Barang contoh yang tidak unfuk diperdagangkan
harus melampirkan Persetujuan Impor dengan
melampirkan RIPH, fidak berlaku ketentuan 1P/IT-Produk
Holtikultura dan ketentuan v erifikasi/penelusuran feknis
impor.

|mpor Produk Holfikultura untuk:

perusahaan yang felah mendapatkan pengakuan
sebagai IP-Produk Holtikultura atau penetapan sebagai
| T-Produk Holtikultura dari Menter.

I T-Produk Holtikultura hanya dapat melakukan importasi
setelah mendapat Persetujuan Impor.

Setiap pelaksanaan impor Produk Holfikultura oleh 1P-
Produk Holfikultura atau IT-Produk Holfikultura harus
terlebin dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran
teknis impor di pelabuhan muat negara asal. Hosil

v erifikasi dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor
untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean
dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

Produk Holfikultura dengan
umiah paling banyak 10Kg.
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Bahan Obat

Bahan Obat adalah bahan baik
lyang berkhasiat maupun tidak
berkhasiat yang digunakan
dalam pengolahan obat
dengan standar dan mutu
sebagai bahan baku farmasi
terrmasuk baku perbanding,
tidak termasuk bahan obat
berupa narkotika, psikotropika,
dlan prekursor.

Peraturan Kepaia BPOM Nomor
28 Tahu 2013 tentang
Pengawasan Pemasukan Bahan
Obat, Bahan Obat Tradisional,
Bahan Suplemen Kesehatan, dan
Bahan Pangan ke Dalam
Wilayah Indonesia sebagaimana
diubah oleh Peraturan Kepala
BPOM Nomor 8 Tahun 2014

[Srat Keterangan Impor/surat
Keterangan Komoitas Non Obat dan
Makanan (SKK-NOM)

Uniok 1 fsat) kaii
pemasukan/fransaksi
onal

lodin

fidak ada pengecuaiian

[Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan
Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan
Bahan Pangan juga harus mendapat persefujuan dari
Kepala Badan.

Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa SKI.

Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang
peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obalt|
radisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan
Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS
Code) yang sama dengan yang tercantum dalam
Lampiran 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

5
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Bahan Obat Tradisional

Bahan Obat Tradisional adaiah
simpiisia atau sediaan galenik
lyang digunakan dalam
pembuatan obat tradisional dan
tidak dalam kemasan yang siap
digunakan oleh konsumen.

Peraturan Kepaia BPOM Nomor
28 Tahu 2013 tentang
Pengawasan Pemasukan Bahan
Obat, Bahan Obat Tradisional,
Bahan Suplemen Kesehatan, dan
Bahan Pangan ke Dalam
Wilayah Indonesia sebagaimana
diubah oleh Peraturan Kepala
BPOM Nomor 8 Tahun 2014

SUrat Keterangan Impor/surat
Keterangan Komoitas Non Obat dan
Makanan (SKK-NOM)

Uniok 1 fsatu) kaii
pemasukan/fransaksi
onal

Royal Jelly, Mad, Alfaita
Powder

fidak ada pengecuaiian

Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan
Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan
Bahan Pangan juga harus mendapat persefujuan dari
Kepala Badan.

Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa SKI.

Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang
peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat|
Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan
Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS
Code) yang sama dengan yang tercantum dalam
Lampiran 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang

Waiio perizinan impor

Waiio perizinan impor

71" |Bahan Suplemen Kesehatan Bahan Supiemen Kesehatan  |Peraturan Kepala BPOM Nomor [surat Keterangan Impor/Surat Uniuk 1 {safu) kali|Cod Liver O, Glucosamine  |Tidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
adalah bahan yang 28 Tahu 2013 tentang Keterangan Komoitas Non Obat dan pemasukan/fransaksi [Hel, Calcium Phosphate dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan
dimaksudkan untuk pembuatan |Pengaw asan Pemasukan Bahan [Makanan (SKK-NOM) onal Dibasic Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan
suplemen kesehatan, Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Pangan juga harus mendapat persefujuan dari
mengandung satu atau lebin  [Bahan Suplemen Kesehatan, dan Kepala Badan.
lbahan berupa vitamin, mineral, [Bahan Pangan ke Dalam Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
lasam amino atau bahan lain | Wilayah Indonesia sebagaimana pada ayat (1) berupa SKI.
(berasal dari fumbuhan atau  |diubah oleh Peraturan Kepala Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang
lbukan fumbuhan) yang BPOM Nomor 8 Tahun 2014 peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obalt|
mempunyai nilai gizi dan/atau Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan
efek fisiologis, yang fidak Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS
dimaksudkan sebagai pangan. Code) yang sama dengan yang tercantum dalam
Lampiran 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang
72" [Bahan Pangan Bahan Pangan adalah bahan |Peraturan Kepala BPOM Nomor [surat Keterangan Impor/surat Uniok T {safu) kali|Susu dan kepaia susu, Whey,  [Tidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor
dasar yang digunakan untuk (28 Tahu 2013 tenfang Keterangan Komoitas Non Obat dan pemasukan/fransaksi [Mentega dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan
memprodiuksi makanan dan  [Pengaw asan Pemasukan Bahan [Makanan (SKK-NOM) onal Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan
minuman tidak dalam kemasan |Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari
eceran yang siap digunakan  [Bahan Suplemen Kesehatan, dan Kepala Badan.
oleh konsumen, termasuk bahan|Bahan Pangan ke Dalam Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
tambahan pangan, bahan Wilayah Indonesia sebagaimana pada ayat (1) berupa SKI.
penolong, dan bahan lainnya.  [diubah oleh Peraturan Kepala Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang
BPOM Nomor 8 Tahun 2014 peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obalt]
radisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan
Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS
Code) yang sama dengan yang tercantum dalam
Lampiran 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang
73 |Bahan Tambahan Pangan Bahan Tambanhan Pangan, yang |Peraturan Kepala BPOM Nomor [surat Keterangan Impor/Surat Uniuk 1 {safu) kali|Ragi akfit, calcium hydroxide, |Tidak ada pengecuaiian Selcin harus memenuhi ketentuan sebagaimana Waiio perizinan impor Waiio perizinan impor

selanjutnya disingkat BTP, adalah
bahan yang ditambahkan ke
dalam pangan unfuk
mempengaruhi sifat atau bentuk
pangan.

28 Tahu 2013 tentang
Pengawasan Pemasukan Bahan
Obat, Bahan Obat Tradisional,
Bahan Suplemen Kesehatan, dan
Bahan Pangan ke Dalam
Wilayah Indonesia sebagaimana
diubah oleh Peraturan Kepala
BPOM Nomor 8 Tahun 2014

Keterangan Komoitas Non Obat dan
Makanan (SKK-NOM)

pemasukan/fransaksi
onal

Ixylitol

dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan
Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan
Bahan Pangan juga harus mendapat persefujuan dari
Kepala Badan.

Persefujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa SKI.

Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang
peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat|
radisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan
Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS
Code) yang sama dengan yang tercantum dalam
Lampiran 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang
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Produk Terfentu adaiah produk
lyang terkena ketentuan impor
berdasarkan Peraturan Menteri
i yang meliputi produk
makanan dan minuman, obat
tradisional dan suplemen
makanan, kosmetik, pakaian
liadi, alas kaki, elektronika, dan
mainan anak-anak

[83/M-DAG/PER/12/2012 fentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu
sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Nomor 73/M-
DAG/PER/10/2014

T Produk Terfentu dan
- Laporan Surveyor

“beriakus.d.
Berakhimya

peraturan menter ini

(IT-Prodiuk Terfentu)
- berlaku

transaksional/pership

ment (LS)

Mainan anak-anak, aias kaki,
makanan dan minuman,
kosmetik, obat fradisional dan
suplemen makanan,
elektronika, pakaian jadi

[pengecuaiian ketentuan impor produk fertentu diberikan
atas impor sebagai berikut:

. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1)
dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006,

b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang
kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan
barang pribadi penumpang atau awak sarana
pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1000
per orang, dengan menggunakan pesawat udara

. Produk Tertentu elekironika berupa barang kiriman
paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi
penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai
paling banyak FOB US$ 1500 per orang, dengan
menggunakan pesawat udara.

dl. Produk Tertentu selain huruf b dan ¢ berupa barang
kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak
sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$
1500 per orang, dengan menggunakan pesaw at udara.
. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu
minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta
sekfor energi lainnya,

. Produk Tertentu yang diimpor oleh imporfir produsen

Impor Produk Terfentu hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan yang felah mendapat penetapan sebagai I1
Produk Tertentu,

Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebin
dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor
di pelabuhan muat.

Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu
hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi,

b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di
Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di
surabaya, Soekarmo-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai
(khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura
(khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan
(khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di
Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian
iadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung
(khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan
elelfronikal, dan/atau

. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarmo-
Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di
surabaya, dan Hassanudin di Makassar.

Dikecuaikan dari
ketentuan impor produk
tertentu:

- Pakaian jadi paling
banyak FOB US$ 1000
perorang

- Elekironik bernilai paling
banyak FOB US$ 1500
perorang

- Produk terfentu selain

pakaian jadi dan elekironik
paling banyak FOB US$ 1500

perorang

Dikecualikan dari
ketentuan impor prodiuk
tertentu:

- Pakaian jadi paling
banyak 10 pieces per
pengiriman

Unit perpengiriman
- Produk terfentu selain

paling banyak FOB US$
1500 perorang

5

Hewan adaiah binatang atau
satwa yang seluruh atau
sebagian dari sikius hidupnya
berada di darat, air, dan/atau
udara, baik yang dipelinara
maupun yang di habitatnya.
Produk hewan adalah semua
bahan yang berasal dari hewan
lyang masin segar dan/atau
telah diolah atau diproses untuk
keperluan konsumsi,
farmakoseutika, pertanian,
dan/atau kegunaan lain bagi
pemenuhan kebutuhan dan
kemaslahatan manusia.

Peraturan Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2013 fentang
Ketentuan Impor dan Ekspor
Hewan dan Produk Hewan

Persefujuan impor (PI)-Hewan dan
Produk Hewan

3{tiga) buian
terhitung sejak
tanggal diterbitkan

[Short loin, Terderloin slide Strap
Off, dll

impor hew an dan/atau Produk Hew an yang merupakan:
. Barang pribadi penumpang dan/atau aw ak sarana
pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan,

b. Barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan,

. Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas
timbal balik, dan/atau

dl. Barang pelintos batas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
dengan perjanjion bilateral perdagangan lintas batas,
dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menter ini
(dikecualikan dari perizinan PI-Hewan dan Produk
Hewan).

Adapun selin itu harus fetap mendapatkan PI-Hewan
dlan Produk Hewan.

impor Hewan dan/atau Produk Hewan hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan
Persefujuan Impor dori Menteri.

Dikecuaikan dari
kew djiban mermiliki PI-

Hewan dan Produk Hewan.

(Namun tetap wajio
dokumen karantin)

Dikecualikan dari
kew djiban mermiliki PI-
Hewan dan Produk

Hewan. (Namun tetap
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[felepon seluier fermasuk
smartphone adalah setiap alat
perlengkapan yang digunakan
dlalam berkomunikasi jarak jauh
dengan menggunakan jaringan
seluler dan jaringan nirkabel
cinnya, kecuali felepon satelit
dengan Pos Tarif/HS ex.
8517.12.00.00

Komputer Genggam (Handheld)
termasuk Personal Digital
Assistant (PDA) dan palmtop
adalah suatu mesin pengolah
data otomatis genggam
(handheld). dengan pos farif/Hs
8471.30.10.00

Komputer Tablet adalah suatu
mesin pengolah data ofomatis
portabel yang menggunakan
layar sentuh datas sebagai
monitor dan peranti masukan
dengan menggunakan sfilus,
pena digital, atau vjung jari,

Perafuran Menteri Perdagangan
Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012
tentang Ketentuan Impor
Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet j.o. Nomor 38/M-
DAG/PER/8/2013

(Handheld), dan Komputer Tablet

(Handheld), dan Komputer Tablet dan
- Laporan Surveyor

T Telepon Seluier, Komputer Genggam

- Pl Telepon Seluler, Komputer Genggam

“Zahun (iTTelepon
Seluler, Komputer
Genggam
(Handheld), dan
Komputer Tablet)

- masa berlaku
disesuaikan dengan
masa berlaku TPP
Impor (Pl Telepon
Seluler, Komputer
Genggam
(Handheld), dan
Komputer Tablet)

- Berlaku

pershipment/fransaksi

onal (LS)

Handphone, PDA, paimiop,
smartphone, di

Ketentuan daiam Peraturan Menteri ini fidak beriaku
terhadap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam
(Handheld), dan Komputer Tablet yang merupakan:

. Barang pribadi penumpang dan/atau aw ak sarana
pengangkut dengan jumiah paling banyak 2 urit per
orang,

b. Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas
timbal balik,

. Barang kiriman dengan jumiah paling banyak 2 (dua)
unit perpengiriman,

dl. Barang untuk keperluan badan infernasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia,

. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan
pengembangan iimu pengetahuan paling banyak 2 unit
perpengiriman, dan/atau

1. Barang contoh yang fidak untuk diperdagangkan
dalam rangka pameran, display atau pengenalan pasar
paling banyak 25 unit per 6 bulan.

Barang impor yang termasuk dalam huruf e dan f harus
mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

impor Telepon Seluier, Komputer Genggam (Handheld),
dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan yang felah mendapatkan penetapan
sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam
(Handheld). dan Komputer Tablet dari Menteri.

I TTelepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet yang akan melakukan impor Telepon
Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer
Tablet harus mendapatkan Pl Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dari
Menteri.

Setiap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam
(Handheld). dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan
melalui:

. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di
Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di
surabaya, dan Soekarmo-Hatta di Makassar,

b. Pelabuhan udara: Polonia di Medan, Soekarno-Hatta
di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di
surabaya, dan Hassanudin di Makassar.

Setiap pelaksanaan impor Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld). dan Komputer Tablet harus
terlebin dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran

Dikecualikan dari

kew ajiban memiliki 11, PI, LS
untuk impor Telepon Seluler,

Komputer Genggam

(Handheld). dan Komputer
Tablet paling banyak 2 unit

per orang.

Dikecualikan dari

untuk impor Telepon
Seluler, Komputer

Komputer Tablet paling
banyak 2 unit
perpengiriman.

- Elekironik paling banyak 2

pakaian jadi dan elekironik

lwaiio dokumen karantina)

kew cjiban memiliki IT, PI, LS

Genggam (Handheld), dan




